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ABSTRAK 
 
ANDI SUMANTO, E.1102005, PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG 
PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI WILAYAH 
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA ( Studi Kasus di Dinas Lalu Lintas 
Angkutan Jalan Kota Surakarta ). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Penulisan Hukum (Skripsi). 2006. 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
Peraturan Daerah  Kota Surakarta Nomor 7 tahun 2004 tentang  Penyelenggaraan 
Tempat Khusus Parkir dan untuk mengatahui problematika yang dialami Dinas 
Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 7 tahun 2004 tentang  Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Upaya 
apa yang dilakukan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam mengatasinya 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi 
penelitian di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah.. Jenis data yang dipergunakan 
meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan 
dengan studi lapangan yang berupa wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan 
analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif 
Dari hasi penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan :  (1) 
Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir, dilakukan oleh UPTD Perparkiran Kota 
Surakarta pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pihak Kedua baik itu 
Badan/Yayasan ataupun Perorangan. Untuk mendapatkan hak mengelola tempat 
parkir dibutuhkan ijin darai Walikota  Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta, ijin pengelolaan tempat khusus parkir terdiri melalui Tender / Lelang 
dan Penunjukan  / ijin Walikota; (2) Problematika dalam pelaksanaan Perda kota 
Surakarta Nomor. 7 Tahun 2004 tentang  Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir 
dan uapaya untuk mengatasi Masalah Tersebut. Adapun masalah tersebut  adalah : 
(a) Munculnya Parkir Liar dan Petugas Parkir Gadungan; (b) Tarif parkir yang 
tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan; (c) Masalah karcis; (d) masalah atribut 
seragam dan perlengkapan petugas parkir; (e)Tempat parkir yang semrawut; dan 
(f) kurangnya pengetahuan petugas parkir terhadap peraturan daerah dan cara 
mengatur lalu lintas. 
Upaya untuk mengatasi masalah tersebut UPTD Perparkiran kota Surakarta 
Melakukan langkah-langkah adalah : (a) melakukan penertiban terhadap parkir 
liar dengan melakukan operasi gabungan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan 
3 (tiga) Kali dalam satu bulan yang melibatkan unsur polisi, Dinas Lalu Lintas 
Angkutan Jalan, UPTD Perparkiran, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan, 
Pengadilan dan Dem pom; (b) melakukan pemeriksaan Kartu  Tanda Anggota 
(KTA); (c) mengkonfirmasikan masalah-masalah yang ada kepada Pengusaha 
Parkir yang di daerah tersebut; (d) Parkir liar  yang tidak mau membayar retribusi 
ditangkap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (e) Memberikan 
pembinaan tentang tata cara mengatur/menata parkir, serta memberikan 
pembinaan tentang tata cara mengatur lalu lintas kepada petugas parkir; (f) 
Mengkoordinasikan pihak terkait untuk melakukan penataan dan pengaturan 
terhadap perkir di Kota Surakarta. 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR  BELAKANG  PERMASALAHAN 
Perkembangan jaman dengan kemajuan teknologi yang cukup tinggi, 
mendorong umat manusia untuk lebih dinamis. Mereka harus mampu 
berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, dan tidak lepas dari kegiatan 
sehari-hari, mereka membutuhkan alat transportasi agar lebih memudahkan 
mereka untuk mencapai tempat yang akan dituju. Berbagai alat transportasi 
baik dari roda dua sampai roda empat, banyak kita jumpai di jalan umum 
baik yang sedang berjalan maupun berhenti. Di era globalisasi sekarang ini 
kendaraan sebagai alat transportasi mempunyai peranan penting dan strategis 
untuk memantapkan wawasan nusantara, memperkokoh ketahanan nasional 
dan mempererat hubungan antar bangsa dan usaha mencapai tujuan nasional 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mencapai 
pembangunan nasional yang mantap dan dinamis serta dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.  
Pembangunan nasional adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan 
kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ditetapkan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat 
yang adil dang mekmur yang merata materiil maupun spiritual berdasarkan 
Pancasila. Agar tujuan pembangunan dapat tercapai / terwujud dengan baik 
Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 
mengurusi dan mengelola daerahnya masing-masing. Berkaitan dengan itu, 
ditetapkan UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti denagan UU 
No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan potensi dan 
kemampuan yang dimiliki, kewenangan tersebut didasarkan pada azas 
desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. 
Alasan prinsip desentralisasi dilaksanakan antara lain : 
a. dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 
pemerintahan, 
b. sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah, 
c. dalam rangka memelihara keutuhan Negara kesatuan atau integrasi 
nasional, 
d. untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang dimulai dari daerah 
e. guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir 
dalam bidang politik dan pemerintahan 
f. sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan 
pelaksanaan pemerintahan 
g. sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan 
di daerah, dan 
h. guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Drs. 
H. Syaukani, HR, Prof. Dr. Afan Gaffar, MA dan Prof. Dr. M. 
Ryaas Rasyid, MA, 2002 : xvii - xviii). 
 
Pelaksanaan desentralisasi diharapkan pembangunan daerah dapat 
terwujud sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena pemerintah daerah 
memiliki hubungan langsung dengan masyarakat sehingga mengetahui 
kebutuhan-kebutuhan serta kondisi masyarakat yang ada di daerahnya 
masing-masing. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk 
mengurusi dan mengelola daerahnya dengan baik dengan segala kemampuan 
yang dimiliki daerah masing-masing. 
Otonomi daerah diharapkan daerah mampu untuk mengelola daerahnya 
sendiri guna menciptakan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Untuk 
itu diharapkan pemerintah daerah harus juga memperhatikan keteraturan dan 
ketertiban daerahnya, karena dengan adanya ketertiban dan keteraturan akan 
tercipta kondisi yang nyaman. Keteraturan dan ketertiban sangat erat 
hubungannya. Ketertiban akan menghasilkan atau mengakibatkan adanya 
keteraturan, sehingga apabila kita tertib maka akan tercipta suatu keteraturan, 
ini bisa kita lihat pada kehidupan masyarakat di sekitar kita, misalnya saja 
masalah parkir kendaraan bermotor. Memang sesuatu hal yang sering kali 
kita abaikan, asalkan kendaraan kita bisa parkir kita sudah nyaman tanpa 
memperhatikan apakah sudah teratur atau belum. Selain itu, restribusi parkir 
dari sektor parkir juga menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah, yang dapat 
dikelola pemerintah daerah, yang menembah pendapatan daerah. 
Berbagai permasalahan transportasi muncul, seperti seringnya kita 
melihat lalu-lalang kendaraan bermotor yang memadati jalanan, kemacatan di 
berbagai ruas jalan yang diakibatkan parkir yang semrawut bahkan sampai 
mengakibatkan kecelakaan. Kebanyakan masalah tersebut diakibatkan oleh 
parkir-parkir liar di ruas-ruas jalan. Untuk itu, Pemerintah talah menetapkan 
peraturan perundang-undangan guna mengatasi timbulnya permasalahan 
tersebut dan juga memberikan wewengan kepada Pemerinta Daerah untuk 
mengelola dan menaggulangi permasalahan. Pemerintah memberikan 
kewenangan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan 
daerah berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, kewenangan 
tersebut didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah. 
Sementara itu akibat dari parkir yang tidak teratur dapat mengakibatkan 
kesemrawutan dan bahkan kemacetan. Hal ini sering kali kita lihat di kota-
kota besar seperti kota Solo, Semarang dan lain-lain. Untuk itu  guna 
mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan Peraturan daerah (Perda) 
Kota Surakarta No. 7 tahun 2004 tentang  Penyelenggaraan Tempat Khusus 
Parkir.  
Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) merupakan instansi yang 
bertindak selaku pelaksana dari Peraturan Daerah (Perda) tersebut. 
Penyelenggaraan tempat khusus parkir diharapakn mampu memberikan 
kondisi yang kondusif dan juga mengurangi tingkat kemacetan lalau lintas dan 
juga mempu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa 
parkir. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan 
tentunya tidak lepas dari permasalahan. walaupun telah ditetapkan Peraturan 
Daerah akan tetapi pada  kenyataan di lapangan  tidak sejalan dengan apa yang 
diharapkan, parkir yang semrawut, banyak parkir liar dan kendaraan yang 
parkir di ruas-ruas jalan semaunya sendiri.  
Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan 
menyusunnya dalam sebuah penulisan hukum dengan judul : 
“ PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA 
NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT 
KHUSUS PARKIR DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA    
( Studi Kasus di Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta ) “ 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Sebagai usaha untuk melakukan penelitian yang lebih terarah dan 
mendalam sesuai dengan tujuannya serta agar untuk lebih mudah 
memperoleh dan menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini 
sesuai apa yang penulis harapkan, maka untuk itu penulis akan membatasi 
penelitian ini berpijak pada tiga rumusan permasalahan sebagai berikut   
yaitu : 
1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan daerah  ( Perda ) Kota Surakarta 
Nomor 7 tahun 2004 tentang  Penyelenggaraan Tempat Khusus 
Parkir ? 
2. Problematika apa saja dalam pelaksanaan Peraturan daerah ( Perda) 
Kota Surakarta Nomor 7 tahun 2004 tentang   Penyelenggaraan 
Tempat  Khusus Parkir dan Upaya apa yang dilakukan DLLAJ 
dalam mengatasinya ? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
1.   Tujuan Obyektif. 
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda Kota Surakarta 
Nomor 7 tahun 2004 tentang  Penyelenggaraan Tempat Khusus 
Parkir. 
b. Untuk mengatahui problematika yang dialami DLLAJ dalam 
pelaksanaan Perda Kota Surakarta Nomor 7 tahun 2004 tentang  
Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Upaya apa yang 
dilakukan DLLAJ dalam mengatasinya 
 
2.   Tujuan Subyektif 
a. Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi mahasiswa 
dalam meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Sabagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan 
penyusun terhadap penerapan teori-teori yang telah diperoleh di meja 
kuliah. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
1.     Manfaat Teoritis 
Penulis dalam melakukan penelitian berharap hasil penelitian ini :  
a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan referensi dibidang 
karya ilmiah yang dapat menambah ilmu pengetahuan 
b. Sebagai sumbangan pemikiran atas permasalahan dilihat dari sudut 
teori. 
 
2.    Manfaat Praktis 
a. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi bagi 
penelitian berikutnya 
b. Dapat memberikan informasi mengenai  penyelenggaraan tempat 
khusus parkir di kota Surakarta. 
c. Dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan sebagai bahan 
dan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal 
yang berkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian ini. 
 
 
E. METODE PENELITIAN 
Penelitian merupakan terjemahan dari research yang artinya mencari; 
mencari jawaban, sedangkan Metode adalah alat yang digunakan untuk 
mencari jawaban 
Dalam kesempatan ini metode yang digunakan dalam melakukan 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis 
yang bersifat diskriptif.  Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu dalam 
memperkuat teori-teori lama, atau di dalam penyususan teori-teori 
baru (Soerjono Soekanto, 1986: 10). 
2. Tempat Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yang dapat 
mewakili permasalahan yang diketengahkan yaitu di Kantor Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Kota Surakarta, dan 
beberapa tempat seperti parkir di tepi jalan umum di Pasar Gede 
dan di Taman Parkir Pasar Klewer Surakarta. Alasan pemilihan 
tempat tersebut karena tersebut digunakan sebagai tempat parkirdan 
sering menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. 
 
3. Pendekatan 
Untuk melaksanakan penelitian kualitatif ini, penulis memilih 
tipe pendekatan penelitian yaitu studi karena unit yang akan 
ditelaah adalah berupa kelompok bukan individu. Penelitian 
deskriptif yang disebut pula penelitian taksonomi, dimaksudkan 
untuk ekslorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau 
kenyataan social, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variable 
yang berkenaan dengan masalah dan unit yang akan diteliti. 
 
4. Jenis dan Sember Data 
Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan 
tujuan penelitian ini, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, guna 
memeperoleh data sesuai dengan kebutuhan dari penelitian ini, 
penulis akan mempergunakan  
a. Jenis Data  
1. Data Primer  
Data primer adalah  diperoleh langsung dalam 
penelitian di lapangan yang berguna dan berhubungan 
dengan permasalahanan yang diketengahkan 
2. Data Sekunder 
Yaitu suatu data yang diperoleh dari sejumlah 
dokumen, bahan kepustakaan, laporan, hasil penelitian 
yang terdahulu yang berwujud laporan serta peraturan 
perundang-undangan 
 
b. Sumber Data 
1. Sumber Data Primer 
Sumber data primer diperoleh secara langsung dari 
pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti,  
untuk memperoleh data, fakta dan keterangan secara 
langsung dari pengguna jasa parkir dan beberapa 
pegawai/staf Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perparkiran DLLAJ Kota Surakarta serta beberapa 
informan dari juru parkir yang mendukung penelitian 
ini. 
 
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder diperoleh tidak secara 
langsung yaitu berupa peraturan perundang-undangan, 
dokemen, buku pustaka dan media ctak maupun 
elektronok termasuk juga layanan internet yang 
mempunyai hubungan dengan penelitian ini. 
 
5. Teknik pengumpulan data 
a. Studi Lapangan 
1. Wawancara 
Wawancara adalah sebagai suatu sarana untuk 
mengumpulkan informasi mengenai data yang sedang dicari 
dalam penelitian, yang berupa kominikasi langsung (tatap 
muka) antar manusia. Untuk itu, di dalam mengumpulkan 
data, penulis dalam penelitian mempergunakan alat 
pengumpulan data salah satunya dengan cara wawancara. 
 Alasan penulis untuk mempergunakan instrument 
wawancara adalah karena wawancara tidak akan mungkin 
dipisahkan dari metode-metode lain, karena wawancara 
dapat memperoleh suatu pengertian yang relatif mudah dan 
dengan wawancara  diharapkan penulis akan dapat 
mengungkapkan serta menemukan jawaban atas 
permasalahan dalam penelitian ini. 
Dalam kesempatan ini penulis mempegunakan 
teknik wawancara tidak terarah yang sering juga 
disebut sebagai wawancara tidak terkendali atau 
wawancara tidak terpimpin, atau wawancara tidak 
berstruktur. Yang pada intinya penulis dalam 
melakukan wawancara tidak  didasarkan pada daftar 
pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya atau tanpa 
berpedoman pada daftar pertanyaan, disini penulis 
hanya meminta penjelasan dan pengarahan kepada 
yang diwawancarai, yang semua itu diserahkan kepada 
yang diwawancarai, dan penulis hanya menambahkan 
pertanyaan-pertanyaan yang dianggap belum terjawab 
atau menanyakan hal-hal yang belum dipahami saja. 
Akan tetapi walaupun semuanya sudah diserahkan 
kepada yang diwawancarai, penulis tetap memberikan 
batasan tentang masalah apa yang harus diterangkan 
oleh  responden yang diwawancarai. Wawancara 
langsung dilakukan terhadap pengguna jasa parkir dan 
beberapa pegawai/staf Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perparkiran DLLAJ Kota Surakarta serta beberapa 
informan dari juru parkir yang mendukung penelitian 
ini. 
 
2. Observasi 
Observasi ialah suatu proses untuk mengadakan 
pengamatan terhadap suatu praktek yang dilakukan di 
lapangan baik secara langsung maupun tidak langsung, guna 
mendapatkan data yang kemudian dicatat secara sistematis 
untuk dianalisis. Dalam melakukan pengamatan peneliti 
membatasi hanya pada tempat khusus parkir, yaitu tempat-
tempat yang menjadi area parkir.  
 
c. Sudi Pustaka atau Dokumen 
Berdasarkan permasalahan, penulis mempergunakan 
data berupa Peraturan perundang-undangan serta 
mengumpulkan beberbagai macam berita yang berkaitan 
dengan masalah penelitian melalui surat kabar, internet dan 
bahan pustaka lain. 
 
6. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis  data yang penulis gunakan dalam penelitian 
ini ialah teknik analisis kualitatif. Oleh karena itu analisis kialitatif 
fokusnya pada makna, deskipsi dan penjernihan dan penempatan 
data pada konteksnya masing-masing  yang sering kali melukiskan 
di dalam kata-kata daripada di dalam angka-angka. Data disusun 
kedalam pola tertentu, kategori tertentu, tema tertentu, atau 
permasalahan tertentu. Dalam pengumpulan data perlu direduksi 
Analisa yang akan penulis gunakan dalam menganalisa data 
yang diperoleh dari penelitian adalah analisa kualitatif.dan juga  
a.  Menelaah sistematika peraturan perundang-undangan. 
Dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
mengatur  tentang penyelenggaraan tampat khusus parker 
dan beberapa peraturan yang berkaitan dengan masalah 
tersebut 
b. menggunakan teknik perbandingan data dari sember yang 
satu dengan data dari sember yang lain.  
1. membandingkan peraturan perundang-undangan 
dengan apa yang terjadi dalam pelaksanaannya 
2. membandingkan hasil wawancara dengan dokumen 
serta hasil dari observasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1  Model analisis interaktif (sutopo HB, 1988  25) 
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F. SISTIMATIKA PENULISAN HUKUM 
BAB I   PENDAHULUAN 
Dalam bagian pendahuluan penulis ingin Penulis berusaha 
untuk membetahukan latar belakang dilakukannya penelitian yang 
disertai dengan perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian. Dan juga  diuraikan pula metode penelitian 
yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian guna 
memperoleh data yang tepat dan memperjelas dasar penelitian 
serta sebagai efisiensi dalam melakukan penelitian serta 
memberikan batasan terhadap masalah yang akan dikaji. 
 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bagian tinjauan pustaka penulis berusaha 
menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan 
penelitian ini guna memberikan pemehaman kepada pembaca 
terutama dalam hal otonomi daerah, Dinas Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan serta mengenai penyelenggaraan tempat khusus 
parkir sehingga pembaca menjadi mengerti. 
 
BAB III PEMBAHASAN 
Di dalam pembahasan penulis berusaha menerangkan bagai 
mana pelaksanaan Perda Kota Surakarta Nomor 7 tentang 
Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir, problematika-
problematika dalam pelaksanaan Perda kota Surakarta No. 7 tahun 
2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan 
tindakan-tindakan atau solusi yang dilakukan Dinas Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan dalam mengatasi problematika dalam 
pelaksanaan Perda Kota Surakarta Nomor 7 tahun 2004 tentang  
Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir 
 
BAB IV PENUTUP 
Dalam bab ini penulis berusaha menarik kesimpulan dari 
hasil penelitian yang dan memberikan saran-saran  berdasarkan 
permasalahan yang ada. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. KERANGKA TEORITIS 
1. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah 
Asas desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan 
pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintahan 
nasional dengan pemerintahan daerah(Drs. H. Syaukani, HR, Prof. Dr. 
Afan Gaffar, MA dan Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA, 2002 : xvii - xviii). 
Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 
(7) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Sehingga prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-
urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah 
tersebut, termasuk juga mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan 
pelaksanaan. Desentralisasi bertujuan : 
a. mencegang pemusatan keuangan 
b. penyelenggaraan desentralisasi sebagai usaha pendemokrasian 
Pemerintah Daerah untuk mengikut sertakan rakyat bertanggung 
jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 
 
Kebijaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang No.32 tahun 
2004 memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya 
kabupaten dan kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan 
harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang 
pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di 
Daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di Daerah, peningkatan 
percepatan pembangunan Daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula 
penciptaan cara berpemerintahan yang baik (Good Governance). 
Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 
daerah untuk mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku (Lembaga Administrasi 
Negara RI, 1994 : 83). Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi 
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Dalam ayat (6) dikatakan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Tujuan dari pemberian otonomi daerah  adalah : 
a) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 
semakin membaik 
b) Pengembangan kehidupan demokrasi 
c) Distribusi pelayanan publik yang semakin membaik, merata dan 
adil 
d) Penghormatan terhadap budaya lokal 
e) Perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah 
(Sarundajang, 2005: 80). 
 
Sedangakan tujuan pemberian otonomi daerah harus memenuhi empat 
aspek yaitu : 
a) Dari segi politik 
Untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi 
masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun 
untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam 
rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah. 
b) Dari segi manajemen pemerintahan 
Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintahan, terutama dalam memberikan penyelenggaraan 
pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam 
berbagai bidang kebutuhan masyarakat. 
c) Dari segi kemasyarakatan 
Untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan 
kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha 
pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat 
makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada 
pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat 
dalam proses penumbuhannya. 
d) Dari segi ekonomi pembangunan 
Untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna 
tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat 
(Sarundajang, 2005: 82) 
 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 menganut sistem otonomi yang 
nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka UU Otonomi Daerah 
menganut sistem otonomi luas dan nyata. Dengan sistem ini Pemerintah 
Daerah berwenang untuk melakukan apa saja yang menyangkut 
penyelenggaraan pemerintahan. 
Sedangkan didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada angka 1, huruf b disana 
dijelaskan tentang prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu : 
a. Prinsip otonomi seluas-luasnya 
Dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan 
mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan 
pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah 
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi 
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan 
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.  
b. Prinsip otonomi nyata 
Dalam arti suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan 
pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan 
kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk 
tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan 
kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi 
setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya 
c. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab 
Dalam arti otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus 
benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian 
otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah 
termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan 
bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu 
penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam 
masyarakat. 
 
Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin 
keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya 
mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan 
kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang 
tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu 
menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya 
harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan 
tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka 
mewujudkan tujuan negara.  
 
Agar Otonomi Daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang 
hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa 
pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan 
dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, 
bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, 
dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang 
berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada 
daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien 
dan efektif sesuai deugan peraturan perundang-undangan. 
 
Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku disebut otonomi daerah. Dalam otonomi daerah rakyat diberikan 
kesempatan untuk ikut berperan serta memajukan daerahnya, serta ikut 
berusaha memecahkan masalah yang timbul. 
 
Telah diuraikan bahwa penyerahan wewenang kepada Pemerintah 
Daerah, semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. 
Maka tidak semua urusan Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada daerah . 
untuk kebijaksanan-kebijaksanaan tertentu tidak dilimpahkan kepada 
daerah, ada lima kebijaksanaanyang tetap menjadi urusan pusat Dalam 
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
pasal 10 disebutkan tentang pembagian urusan pemerintahan antara pusat 
dan daerah yaitu : 
Pasal 10 
(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini 
ditentukan menjadi urusan Pemerintah. 
(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.   
(3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
1. politik luar negeri; 
2. pertahanan; 
3. keamanan; 
4. yustisi; 
5. moneter dan fiskal nasional;  dan 
6. agama. 
(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah 
menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan 
sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat 
Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat 
menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau 
pemerintahan desa. 
(5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:  
1. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan 
pemerintahan; 
2. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 
Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau 
3. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan 
daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas 
tugas pembantuan. 
 
Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi pada 
pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua 
segi kehidupan dan penghidupan.daerah diharapkan mempu dan 
bekewajiban melancarka pembangunan dengan penuh tanggung jawab 
untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil 
maupun spiritual. Dalam pelaksanaan otonomi daerah harus 
memperhatikan : 
1. Otonomi daerah harus sesuai dengan pembinaan politik dan 
kesatuan bangsa 
2. Keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah atas dasar keutuhan Negara kesatuan harus tetap 
terjamin; serta 
3. Perkembangan dan pembangunan daerah terjamin. 
 
Adapun urusan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota disebutkan 
dalam pasal 14 sebagai berikut : 
Pasal 14 
(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 
untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala 
kabupaten/kota meliputi: 
1. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;  
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat; 
4. penyediaan sarana dan prasarana umum; 
5. penanganan bidang kesehatan; 
6. penyelenggaraan pendidikan;  
7. penanggulangan masalah sosial; 
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan 
menengah; 
10. pengendalian lingkungan hidup; 
11. pelayanan pertanahan; 
12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;  
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
14. pelayanan administrasi penanaman modal; 
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan   
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan.  
(2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan 
meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan 
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang 
bersangkutan. 
Dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 urusan 
wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk 
kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: 
1. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;  
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
4. penyediaan sarana dan prasarana umum; 
5. penanganan bidang kesehatan; 
6. penyelenggaraan pendidikan;  
7. penanggulangan masalah sosial; 
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
10. pengendalian lingkungan hidup; 
11. pelayanan pertanahan; 
12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;  
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
14. pelayanan administrasi penanaman modal; 
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan   
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan. 
 
2. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Daerah 
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, agar daerah dapat mengurus 
rumh tngganya sendiri maka diperlukan pembiayaan yang cukup. Menurut 
Drs Josef Riwo Kaho, MPA, factor-faktor yang mempengaruhi 
penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain faktor keuangan yang 
merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan 
daerah. Salah saru ciri daerah otonom adalah terletak pada kemampuan 
self supporting-nya dalam bidang keuangan, misalnya pajak dan retribusi 
daerah, hasil perusahaan daerah dengan dinas daerah serta hasil daerah 
lainnya yang sah, haruslah mampu memberikan kontribusi bagi keuangan 
daerah (Josef Riwo Kaho, 1990 :122). 
Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas 
Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pembiayaan bersumber dari, sebagai 
berikut : 
1. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;   
2. Penerimaan Pinjaman Daerah;  
3. Dana Cadangan Daerah; dan   
4. Hasil penjualan kekayaan 
Sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 79 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sumber pendapatan daerah terdiri 
atas sebagai berikut : 
1. Pendapatan Asli Daerah  
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh 
Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah terdiri dari : 
1)     hasil pajak daerah; 
2)     hasil retribusi daerah; 
3)     hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  
4)     lain-lain PAD yang sah;  
2. Dana perimbangan  
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan 
terdiri atas: 
a. Dana Bagi Hasil 
Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk 
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
Desentralisasi. 
b. Dana Alokasi Umum 
Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 
antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi. 
c. Dana Alokasi Khusus 
Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 
Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
 
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah di dalam undang undang 
nomor 32 tahun 2004, terdiri atas : 
Formatted: Italian (Italy)
Formatted: English (U.S.)
a. Pendapatan Hibah  
Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah 
negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, 
Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik 
dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, 
termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar 
kembali. 
b. Pendapatan Dana Darurat. 
Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, 
peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas 
c. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah 
 
3. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah 
Dasar hukum Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sabagai mana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jenis 
pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan 
dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung 
dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-
mata untuk mendapatkan prestasi dari Pemerintah, misalnya pembayaran 
uang kuliah, karcis masuk terminal, dan kartu langganan. 
Pengutan retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam 
Pasal 1, Angka 26 Undang-Undang dimaksud menyebutkan bahwa 
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pengutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 
Untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan dan 
retribusi dipungut dengan menggunakan ketetapan retribusi daerah atau 
dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan penagihannya dapat 
dipaksakan. Dalam hal wajib retribusi tertentu kepada mereka yang tidak 
membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administrasi, berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari 
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
mengunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). (Wirawan B. Ilyas, 
Waluyo2002 : 9). Retribusi Daerah  adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, 
yaitu : 
a. Retribusi Jasa Umum 
Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : 
1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 
retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. 
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. 
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau 
badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk 
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional 
mengenai penyelenggaraannya. 
6. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta 
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 
dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 
Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah : 
a. Retribusi pelayaan kesehatan. 
b. Retribusi pelayaan persampahan/kebersihan. 
c. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk atau 
Akte Catatan Sipil. 
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. 
e. Retribusi pelayaan parkir di tepi jalan umum. 
f. Retribusi pelayaan pasar. 
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. 
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 
i. Retribusi penggantian biaya cetak peta. 
j. Retribusi pengujian kapal perikanan. 
b. Retribusi Jasa Usaha 
Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : 
1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 
retribusi jasa umum atau resrtibusi perizinan tertentu. 
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang 
seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai 
atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum 
dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. 
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah : 
1. Retribusi pemakian kekayaan daerah. 
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan 
3. Retribusi temat pelelangan 
4. Retribusi terminal 
5. Retribusi tempat khusus parkir 
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa 
7. Retribusi penyedotan kakus 
8. Retribusi rumah potong hewan 
9. Retribusi pelayaan pelabuhan kapal 
10. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 
11. Retribusi penyebrangan di atas air 
12. Retribusi pengolahan laimbah cair 
13. Retribusi penjualan produksi daerah 
c. Retribusi Perizinan Tertentu 
Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : 
1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan Pemerintahan yang 
diserahkan kepada Daerah dalam rangka Asas Desentarlisasi. 
perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 
kepentingan umum 
2. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin 
tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari 
perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari 
retribusi perizinan 
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu : 
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
2. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol 
3. Retribusi izin gangguan 
4. Retribusi izin trayek 
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah sebagai berikut : 
1. Retribusi Jasa Umum, berdasarkan Kebijakan Daerah dengan 
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. 
2. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima 
oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan 
berorientasi pada harga pasar. 
3. RETRIBUSI Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagaian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian 
izin yang bersangkutan. 
Penetapan tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 5 lima 
tahun sekali 
 
 
 
4. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir  
Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan 
oleh Pemerintah Daerah, baik yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan 
dengan Pihak ketiga, yang meliputi peralatan, lingkungan, taman dan 
gedung parkir, yang digunakan untuk fasilitas tempat khusus parkir. 
Parkir  itu sendiri adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 
tidak bersifat sementara (Peraturan Daerah Kota Surakarta No7 tahun 
2004 tentang Penyelenggaraan Tempat khusus Parkir) sedangkan menurut 
UU No. 14 tahun 1999 Tentang Peraturan Lalu Lintas, parkir adalah 
tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau 
sebentar tergantung pada kendaraan dan kebutuhannya. Jenis tempat 
khusus parkir ada 3 (tiga), yaitu : 
a. Taman/lingkungan parkir : Lahan atau kawasan tertentu milik 
Pemerintah Daerah yang dibangun/dibuat sedemikian rupa 
sehingga berbentuk taman, yang ditetapkan sebagai tempat 
khusus parkir. 
b. Gedung parkir adalah bangunan tertentu milik Pemerintah 
Daerah yang dibangun/dibuat sedemikian rupa sehingga 
berbentuk gedung/bangunan tertutup, baik tersendiri maupun 
menyatu dengan bangunan lain, yang ditetapkan sebagai tempat 
khusus parkir. 
c. Pelataran Parkir adalah lahan atau kawasan tertentu milik 
pemerintah Daerah yang dibangun/dibuat sedemikian rupa 
sehingga berbentuk palataran yang berada di halaman bukan di 
tepi jalan umum yang ditetapkan sebagai tempat khusus parkir. 
Dalam kaitannya dengan masalah perparkiran, sepenuhnya dikelola 
oleh UPTD Perparkiran atau dikerjasamakan dengan Pihak Lain. Kepala 
UPTD Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
perparkiran sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 
Dinas. Tugas  tersebut  adalah sebagai berikut : 
a. Menyusun program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Perparkiran sesuai dengan rencana strategis dan program kerja 
tahunan Dinas; 
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta 
pemerataan tugas; 
c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan 
pelaksanaan tugas; 
d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi 
penyimpangan; 
e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan 
hambatan serta memberikan jalan keluarnya; 
f. Menilai hasil kerja bawahan secara periodic guna bahan 
peningkatan kinerja; 
g. Mengelola parkir; 
h. Memungut retribusi parkir; 
i. Memproses ijin usaha parkir; 
j. Memproses ijin pengelolaan lahan parkir; 
k. Menyusus rencana pengembangan lahan parkir; 
l. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan 
bahan petunjuk pemecahan masalah; 
m. Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala 
dan tahunan; 
n. Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
o. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 
Penyelenggaraan pengelolaan tempat khusus parkir dilaksanakan 
oleh UPTD Perparkiran atau dikerjasamakan dengan Pihak lain. 
Pengelolaan tersebut dilaksanakan sebagai berikut : 
a. Lingkup pekerjaan adalah pengaturan, penataan, penertiban, 
keamanan dan penarikan retribusi; 
b. Pengelola parkir mempunyai ijin sebagai Pengelola Parkir; 
c. Kerjasama dilaksankaan dengan pihak lain, untuk Badan 
Usaha melampirkan Akta pendirian sedang Perorangan 
melampirkan identitas diri; 
d. Menyerahkan uang jaminan sebesar 10% (sepuluh persen) 
dari harga lelang yang dimenangkan sebelum SPK 
diserahkan; 
e. Daerah kerja Pihak lain dalah 1 (satu) rayon atau lebih; 
f. Pelelangan/penunjukan Pihak lian dilakukan oleh Kepala 
Dinas atas nama Walikota; 
g. Pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 
Desember. 
 
Penyelenggaraan parkir dalam  Pasal 44 - Pasal 58 Peraturan 
Daerah No. 6 Tahun 2006  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
di Kota Surakarta ada dua macam : 
a. Parkir di tepi jalan umum 
Parkir di tepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan 
dan/atau pada daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan yang 
merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan. 
Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan 
oleh Dinas dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, 
dimana Pihak Ketiga harus dengan ijin/mendapatkan ijin dari 
Wali kota. Di dalam penyelenggaraan fasilitas parkir untuk 
umum di daerah milik jalan atau daerah pengawasan jalan 
dilaksanakan dengan memperhatikan : 
1. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan 
V/C ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah 
parkir sejajar atau serong; 
2. Dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan 
marka jalan. 
Dalam melaksanakan penyelenggaraan fasilitas parkir 
untuk umum diatas harus memperhatikan : 
1. Keluar masuk kendaraan ke atau dari tempat parkir 
diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan 
hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu 
lintas pada jaringan jalan yang secara langsung 
dipengaruhi kegiatan parkir; 
2. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan 
jalan antara lain saluran air. 
Untuk jalan yang tidak dapat digunakan sebagai tempat 
parkir dinyatakan denganan rambu-rambu atau marka jalan atau 
tanda-tanda lain kecuali tempat-tempat tertentu yaitu : 
a. Sekitar tempat penyebrangan pejalan kaki atau tempat 
penyeberangan sepeda yang telah ditentukan; 
b. Pada jalur khusus pejalan kaki; 
c. Pada tikungan tententu; 
d. Di atas jembatan; 
e. Pada tempat yang mendekati perlintasan; 
f. Sebidang dan persimpangan; 
g. Di muka pintu keluar masuk pekarangan; 
h. Pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat 
pemberi isyarat lalulintas; 
i. Berdekatan dengan keran pemedam kebakaran atau 
sumber air sejenis.  
b. Tempat Khusus parkir 
Penyelenggaraan Tempat Khusus parkir berupa gedung 
parkir, peralatan parkir atau taman parkir yang diselenggarakan 
di pusat-pusat kegiatan, baik di kawasan wisata, kawasan 
pendidikan atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan 
peruntukannya. Dalam penetapan lokasi dan pembangunan 
fasilitas tempat khusus parkir untuk umum dilakukan dengan 
memperhatikan : 
1. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD); 
2. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas; 
3. Kelestarian lingkungan; dan 
4. Kemudahan bagi pengguna jasa. 
Di dalam penyediaan fasilitas parkir harus memenuhi 
persyaratan, yaitu : 
1. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu 
lintas; 
2. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa; 
3. Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi 
persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
4. Apabila berupa taman parkir harus memenuhi batas 
tertentu; 
5. Dalam gedung parkir atau taman parkir di atur 
sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan 
dalam rambu lalu lintas atau marka jalan; 
6. Setiap lokasi yang dipergunakan untuk parkir 
kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang 
memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk 
menemukan kendaraannya. 
B. KERANGKA PEMIKIRAN 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 : Bagan Alur Karangka Pemikiran 
 
Keterangan : 
Jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak menimbulkan masalah 
perparkirtan. Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kota Suarakarta dalam 
mengatasi masalah tersebut  adalah dengan melakukan pengelolaan 
perparkiran, terutama menyelenggarakan tempat khusus parkir. Untuk itu 
Jumlah kendaraan yang 
semakin banyak 
Dikelola oleh pemerintah daerah 
Peraturan Daerah 
 
Parkir Kelancaran lalu lintas 
Pelaksanaan 
 
Sesuai dengan 
yang diharapkan 
 
Adanya 
hambatan 
 
Pihak-pihak yang 
terkait 
- UPTD Perparkiran 
- Pengelola parkir  
- Petugas parkir 
- Pengguna jasa 
- DLLAJ 
 
PenyelenggaraanTempat 
Khusus Parkir 
 
Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah dibuatnya peraturan daerah tentang 
penyelenggaraan tempat khusus parkir yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir. 
Perda tersebut diharapkan  pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik 
sehingga dapat tercipta kelancaran lalau lintas. Apabila ada hambatan dalam 
pelaksanaan maka pemerintah harus malakukan pengkajian ulang oleh 
pemerintah daerah dangan pihak-pihak yang terkait. Dalam pelaksanaan 
pihak-pihak yang terkait adalah   UPTD Perparkiran, Pengelola parkir, 
Petugas parkir, Pengguna jasa dan DLLAJ 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Obyek Penelitian 
1. Sejarah Terbentuknya dan Kondisi Geografi Kota Surakarta 
Sejarah kelahiran Kota Surakarta (Solo) dimulai pada masa 
pemerintahan Raja Paku Buwono II di Kraton Kartosuro. Pada masa itu 
terjadi pemberontakan Mas Garendi (Sunan Kuning) dibantu kerabat-
kerabat Keraton yang tidak setuju dengan sikap Paku Buwono II yang 
mengadakan kerjasama dengan Belanda. Salah satu pendukung 
pemberontakan ini adalah Pangeran Sambernyowo (RM Said) yang 
merasa kecewa karena daerah Sukowati yang dulu diberikan oleh keraton 
Kartosuro kepada ayahandanya dipangkas. Karena terdesak, Paku Buwono 
mengungsi kedaerah Jawa Timur (Pacitan dan Ponorogo). 
Dengan bantuan pasukan Kumpeni dibawah pimpinan Mayor Baron 
Van Hohendrof serta Adipati Bagus Suroto dari Ponorogo pemberontakan 
berhasil dipadamkan. Setelah tahu Keraton Kartosuro dihancurkan Paku 
Buwono II lalu memerintahkan Tumenggung Tirtowiguno, Tumenggung 
Honggowongso, dan Pangeran Wijil untuk mencari lokasi ibu kota 
Kerajaan yang baru. 
 Pada tahun 1745, dengan berbagai pertimbangan fisik dan 
supranatural, Paku Buwono II memilih desa Sala, sebuah desa di tepi 
sungai Bengawan Solo sebagai daerah yang terasa tepat untuk 
membangun istana yang baru. Sejak saat itulah, desa Sala segera berubah 
menjadi Surakarta Hadiningrat. 
 Melihat perjalanan sejarah tersebut, nampak jelas bahwa 
perkembangan dan dinamika Surakarta (Solo) pada masa dahulu sangat 
dipengaruhi  selain    oleh Pusat Pemerintahan dan Budaya Keraton 
(Kasunanan dan Mangkunegaran), juga oleh kolonialisme Belanda 
(Benteng Verstenberg). Sedangkan pertumbuhan dan persebaran ekonomi 
melalui Pasar Gedhe (Hardjonagoro). 
Tanggal 16 Juni merupakan hari jadi Pemerintah Kota Surakarta. 
Secara de facto tanggal 16 Juni 1946 terbentuk Pemerintah Daerah Kota 
Surakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, 
sekaligus menghapus kekuasaan Kerajaan Kasunanan dan 
Mangkunegaran. 
Secara yuridis Kota Surakarta terbentuk berdasarkan penetapan 
Pemerintah tahun 1946 Nomor 16/SD, yang diumumkan pada tanggal 15 
Juli. Dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor historis sebelumnya, 
tanggal 16 Juni 1946 ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Kota 
Surakarta 
Sebutan atau nama Kota Surakarta baru dimulai adanya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tanggal 1 September 1965 dan Ketetapan 
MPRS No. XX/\MPRS\/1965 dan sejak kelahirannya Kota Surakarta telah 
mengalami tujuh kali perubahan sebutan nama : 
1. Periode Pemerintahan Daerah Kota Surtakarta dimulai tanggal 16 
Juni 1946 hari jadi sampai berlakunya UU No. 16 Tahun 1947 
Tanggal 5 Juni 1947. 
2. Periode Pemerintahan Daerah Haminte Kota Surakarta, dimulai 
dengan keluarnya UU No. 16 tahun 1947 Tanggal 5 Juni 1947 
sampai dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1948 Tanggal 10 
Juli 1948. 
3. Periode Pemerintahan Daerah Kota Besar Surakarta, dimulai 
dengan adanya UU No. 22 Tahun 1948 Tanggal 10 Juli 1948 
sampai berlakunya UU No. 1 Tahun 1957 Tanggal 18 Januari 
1957. 
4. Periode Pemerintahan Daerah Kota Praja, dimulai adanya UU No. 
1 Tahun 1957 Tanggal 18 Januari 1947 sampai dengan berlakunya 
UU No. 18 Tahun 1965. 
5. Periode Pemerintahan Kotamadya Surakarta, dimulai adanya UU 
No. 18 Tahun 1965 Tanggal 1 September 1965 sampai dengan 
berlakunya UU No. 5 Tahun 1974. 
6. Periode Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, 
dimulai adanya UU No. 5 Tahun 1974 sampai dengan berlakunya 
UU No. 22 Tahun 1999. 
7. Periode Pemerintahan Kota Surakarta, dimulai dengan adanya UU 
No. 22 Tahun 1999 hingga sekarang. 
 
Kota Surakarta terletak di dataran rendah dengan ketinggian kurang 
lebih 92 meter diatas permukaan air laut, yang berarti lebih rendah atau 
hampir sama tingginya dengan permukaan sungai Bengawan Solo. Selain 
Bengawan Solo dilalui juga beberapa sungai, yaitu Kali Pepe, Kali Anyar 
dan Kali Jenes yang semuanya bermuara di Bengawan Solo. Kota 
Surakarta merupakan salah satu kota yang terdapat di Wilayah Propinsi 
Jawa Tengah. Terletak antara 1100 45’ 15’’ BT – 1100 45’ 35’’ BT, antara 
700 36 LS. Secara administrasi batas-batas Kota Surakarta adalah sebagai 
berikut : 
a. Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.  
b. Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. 
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo. 
d. Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. 
Suhu udara rata-rata setiap tahun berkisar antara 21.00 C sampai 
dengan 34,03 0 C, Sedangkan tekanan udara rata-rata adalah 1008,74 Mbs 
dengan kelembaban udara 79 %. Kecepatan angin berkisar 4 Knot dengan 
arah angin 188 0 serta beriklim panas. 
Kota Surakarta mempunyai wilayah dengan luas 4.404,0593 Ha yang 
terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu :kecamatan Lawean, Kecamatan 
Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jeberes dan Kecamatan 
Banjarsasi, terdiri dari 51 (lima puluh satu) Kelurahan. Adapun rinciannya 
sebagai berikut : 
 
 
 
TABEL 3.1 
Jumlah kelurahan, RT, RW dan Kepela Keluarga 
Di Kota Surakarta Tahun 2000 - 2004 
Tahun Kelurahan RW RT KK 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
51 
51 
51 
51 
51 
589 
590 
592 
592 
592 
2.616 
2.620 
2.645 
2.645 
2.644 
124.940 
129.380 
126.738 
129.380 
123.360 
Sumber : Surakarta Dalam Angka BPS Surakarta 2004 
Dari Tabel 3.1 diketahui jumlah Kepala  Keluarga di Kota Surakarta 
dari tahun 2000 sampai dengan 2004 mengalami peningkatan selain itu 
jumlah RT dan RW jega mengalami peningkatan seiring dengan 
pertambahan jumlah penduduk di Kota Surakarta 
 
2. Penduduk 
Seiring dengan berjalannya waktu, masalah kependudukan sering 
menimbulkan masalah. Kepadatan penduduk dan juga kegiatan ekonomi 
menuntuk masyarakat untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup dari 
kebutuhan ekonomi, sosial, hiburan, makanan dan minuman, pendidikan, 
kesehatan, rohani dan lain-lain.  
Dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, 
mengakibatkan berbagai macam dampak baik itu dampak yang bersifat 
positif maupun dampak yang bersifat negatif. dampak yang bersifat positif 
misalnya menambah jumlah tenaga kerja, sedangkan dampak yang bersifat 
negatif misalnya semakin banyaknya jumlah pengangguran dan 
munculnya berbagai macam masalah dari masalah ekonomi, sosial budaya 
dan lian sebagainya. Berikut ini tabel perkembangan penduduk dari tahun 
1980 sampai dengan tahun 2004 
 
 
 
TABEL 3.2 
Perkembangan Jumlah Penduduk, Luas dan Tingkat Kepadatan 
Penduduk Tahun 1980 - 2004 
Jumlah Penduduk 
Tahun 
Luas 
Wilayah Laki-laki Perempuan Jumlah 
Sex 
ratio k = 
1000 
Tingkat 
Kepadatan 
1980 
1990 
1995 
2000 
2003 
2004 
44,04 
44,04 
44,04 
44,04 
44,04 
44,04 
225.533 
242.071 
249.084 
238.158 
242.591 
249.278 
243.999 
261.750 
267.510 
252.056 
254.643 
261.433 
469.532 
503.827 
516.594 
490.214 
597.234 
510.711 
92,43 
92,48 
93,11 
94,49 
95,27 
95,35 
 
 
 
 
 
11.599 
Sumber : Surakarta Dalam Angka BPS Surakarta 2004 
Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kota Surakarta 
dari tahun ketahun megalami peningkatan, peningkatan jumlah penduduk 
paling banyak adalah perempuan. Tahun 2004 penduduk kota surakarta 
mencapai 505,153 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 95,87, yang 
artinya bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 96 
penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta pada 
tahun 2004 mencapai 11.599 jiwa/km2. 
Sedangkan, Pertambahan jiwa dari kurun waktu sebelumnya di Kota 
Surakarta berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 
tahun 2004 untuk Pertumbuhan penduduk Kota Surakarta tahun 1980-
2004 adalah sebagai berikut : 
TABEL 3.3 
Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 1980-2004 
Tahun 
Jumlah 
Penduduk 
Pertambahan jiwa 
dari kurun waktu 
sebelumnya 
Pertumbuhan 
Penduduk 
1980 
1990 
1995 
2000 
2003 
2004 
469.532 
503.827 
516.594 
490.214 
597.234 
510.711 
- 
34.295 
12.380 
-26.380 
7.020 
13.477 
- 
0,73 
0,51 
-1,02 
0,48 
2,71 
Sumber : Surakarta Dalam Angka BPS Surakarta 2004 
Keadaan ekonomi masyarakat juga memepengeruhi mata pencaharian 
dalam suatu daerah dipengeruhi oleh sumber daya yang tersedia serta 
keterampilan, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, dan modal yang 
ada. Berikut ini tebel tentang jumlah penduduk menurut  mata pencaharian 
di Kota Surakarta berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional 
(SUSENAS ) tahun 2004 adalah sebagai berikut : 
TABEL 3.4 
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2004 
Di Kota Surakarta Tahun 2000 – 2004 
Tahun No Mata pencaharian 
2000 2001 2002 2003 2004 
1. 
2. 
Petani 
Buruh Tani 
350 
394 
737 
831 
772 
753 
686 
759 
768 
1.061 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.  
Pengusaha 
Buruh Industri 
Buruh Bangunan 
Pedagang 
Angkutan Transport 
PNS/TNI/POLRI 
Pensiunan 
Lain-lian 
6.679 
69.571 
60.764 
22.079 
15.858 
24.654 
16.235 
164.548 
9.232 
69.546 
59.613 
24.736 
17.301 
21.647 
18.769 
156.218 
9.550 
73.406 
69.970 
30.673 
18.535 
26.773 
22.857 
154.006 
9.826 
71.633 
64.473 
30.535 
19.373 
26.771 
20.495 
159.206 
9.035 
76.059 
71.329 
33.226 
17.948 
27.787 
20.669 
20.206 
Sumber : Surakarta Dalam Angka BPS Surakarta 2004 
Peningkatan berbagai aspek ekonomi menuntut peningkatan di bidang 
trasnportasi, kususnya peningkatan panjang jalan di wilayah Kota 
Surakarta pada tahun 2004 mencapai 675,86 Kilo Meter. Dan juga 
naiknya jumlah penduduk dapat memperngaruhi meningkatnya jumlah 
kendaraan yang ada di Kota Surakarta.  
Berdasarkan Tebel 3.4 jumlah penduduk terbanyak menurut mata 
pencaharian adalah Buruh Industri. Peningkatan terjadi dalam mata 
pencaharaian sebagai Petani, Buruh Tani, Pengusaha, Buruh Industri, 
Buruh Bangunan, Pedagang, PNS/TNI/POLRI dan Pensiunan, sedangkan 
penurunan terjadi pada Angkutan Transport dan Lain-lain. 
3. Kepadatan Lalu Lintas dan Kondisi Jalan di Kota Surakarta 
Selain itu, salah satu indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat 
adalah meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor maupun tidak 
bermotor karena dengan adanya kendaraan masyarakat dapat menjalankan 
aktivitasnya. Semakin banyaknya jumlah kendaraan yang dimiliki 
semakain sejahtera kehidupannya karena kebutuhan primer sudah 
terpenuhi baru itu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Akan tetapi 
ada beberapa orang karena suatu profesi menuntut mereka untuk 
mempunyai kendaraan bermotor, misalnya saja Petugas Pos atau Loper 
Koran mereka dalam aktivitas seharinya demi mendukung profesinya 
diharuskan mempunyai motor atau ojek sepeda motor mereka rela menjual 
atau menggadaikan hartanya segadai jaminan hutang/kredit untuk 
membeli sepeda motor agar dapat digunakan untuk mengojek. 
Berikut ini tabel kepemilikan kendaraan bermotor maupun tidak 
bermotor baik roda dua maupun roda empat atau lebih di kota surakarta  
TABEL 3.5 
Banyaknya Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor 
Di Kota Surakarta Tahun 2001 - 2002 
Jenis Kendaraan 2001 2002 
Mobil Dinas 
Mobil Pribadi 
Taksi 
Oplet/Colt 
Bus 
Truk 
Sepeda Ontel 
Sepeda Motor 
Gerobak 
Andong 
Becak 
320 
9.142 
243 
786 
311 
425 
52.495 
47.984 
1.343 
1.188 
7.150 
330 
9.871 
249 
979 
282 
405 
50.278 
44.884 
1.067 
1.216 
7.309 
Sumber : Surakarta Dalam Angka BPS Surakarta 2002 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lenis kendaraan yang paling 
banyak adalah  sepeda ontel akan tetapi dlam tahun 2002 sepeda ontel 
mengalami penurunan jumlahnya, sedangkan untu taksi jemlahnya paling 
sedikit. 
Kelancaran lalu lintas dalam suatu daerah banyak dipengaruhi oleh 
beberapa hal, salah satunya adalah kodisi jalan di suatu daerah tersebut. 
Jalan mempunyai peranan penting dan menunjang dalam suatu kegiatan di 
segala bidang. Dalam UU No 7 Tahun 2004 tetang Penyelenggaraan 
Tempat Khusus Parkir, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang 
meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada 
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas 
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.  
Kondisi jalan yang baik akan lebih memperlancar aktivitas masyarakat 
sehari-harinya dan sebaliknya keadaan jalan yang kurang 
mendukung/rusak dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat sehari-
harinya karena jalan yang rusak akan memperlambat/suatu perjalanan 
dengan memgunakan jalan darat menjadi tidak lancar bahkan 
menimbulkan kemacatan. Berikut ini tabel mengenai keadaan jalan di 
Kota Surakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, sebagai 
berikut : 
TABEL 3.6 
Keadaan Jalan  
Di Kota  Surakarta Tahun 2003 dan Tahun 2004 
Jalan Negara Jalan Propinsi Jalan Kab/Kota Keadaan Jalan 
2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Jenis Permukaan 
1. Aspal 
2. Kerikil 
3. Tanah 
4. Tidak 
Terperinci 
Kondisi Jalan 
a. Baik 
b. Sedang 
c. Rusak 
d. Rusak Berat 
Kelas Jalan 
a. Kelas I 
b. II 
c. III 
d. IIIA 
e. IIIB 
f. IIIC 
g. Tidak 
Terperinci 
 
13.150 
- 
- 
- 
 
 
2.750 
6.150 
4.250 
- 
 
 
13.150 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
13.150 
- 
- 
- 
 
 
2.750 
6.150 
4.250 
- 
 
 
13.150 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
16.330 
- 
- 
- 
 
 
- 
3.600 
12.730 
- 
 
 
16.350 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
16.330 
- 
- 
- 
 
 
- 
3.600 
12.730 
- 
 
 
16.320 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
458.290 
101.760 
3.050 
112.760 
 
 
350.000 
225.000 
96.060 
4.800 
- 
 
14.000 
50.750 
199.740 
- 
- 
- 
411.370 
 
 
 
463.000 
98.350 
2.73 
111.760 
 
 
378.025 
283.590 
9.480 
4.765 
- 
 
14.000 
50.750 
199.740 
- 
- 
-
411.370 
 
 
Sumber : Surakarta Dalam Angka BPS Surakarta 2004 
Dari tabel datas kondisi jalan dari tahun 2003 dan tahun 2004 tidak 
mengalami perubahan pada Jalan negara dan Jalan Propinsi sedangkan 
untuk Jalan Kabupaten/Kota jalan yang rusak mengalami penurunan 
jumlahnya, karena telah diperbaiki. 
Keadaan jalan yang masih baik jumlahnya paling banyak, sedangkan 
jumlah yang paling sedikit adalah  jalan yang rusak berak.  
 
4. Struktur Organisasi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan 
Bedasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Kota Surakarta, susunan organisasi DLLAJ, terdiri dari : 
b. Kepala Dinas 
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 
c. Bagian Tata Usaha 
Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi 
umum, perijinan, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Bagian tata 
usaha  terdiri dari 
1. Sub Bagian Umum 
Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, 
kearsipan, pengadaan, administrasi perijinan, perjalanan dinas, 
rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan 
penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapannya, hubungan 
masyarakat dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum 
2. Sub Bagian Kepegawaian 
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi 
kepegawaian. 
3. Sub Bagian Keuangan 
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi 
keuangan. 
d. Sub Dinas Bina Program 
Kepala Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas 
menyelenggarakan penyususnan rencana strategis dan program kerja 
tahunan Dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta 
evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Bina Program terdiri dari : 
1. Seksi Perencanaan 
Mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan 
menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis 
dan program kerja tahunan Dinas. 
2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan 
Mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan 
pengendalian, analisa dan evaluasi data serta menyusun laporan 
hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan 
Dinas 
e. Sub Dinas Lalu lintas,  
Mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan menejemen 
dan rekayasa lalu lintas serta bimbingan keselamatan dan ketertiban 
lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Lalu Lintas terdiri dari : 
1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
Mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan 
pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan 
angkutan jalan serta merencanakan kebutuhan, pengadaan, 
penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka 
jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas. 
2. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban 
Mempuntai tugas melaksanakan penyuluhan serta 
bimbingan keselamatan dan ketertiban kepada masyarakat di 
bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
f. Sub Dinas Angkutan 
 Mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan dan 
pembinaan menejemen dan rekayasa nagkutan orang, angkutan 
barang srta angkutan khusus pada jaring trayek dan jaring lintas di 
wilayah kota sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 
Kepala Dinas. Sub Dinas Angkutan terdiri dari : 
1. Seksi Angkutan Orang 
Mempunyai tugas menyiapkan saran dan atau petunjuk, 
bimbingan serta pemberian ijin pengakutan orang dan atau 
pengangkutan orang yang bersifat khusus dan pengawasan 
penyelenggaraannya. 
2. Seksi Angkutan Barang 
Mempunyai tugas menyiapkan saran pertimbangan dan atau 
petunjuk, bimbingan serta pertimbangan teknis dalam 
pemberian ijin pengakutan barang dan atau pengangkutan 
barang yang bersifat khusus serta pengawasan 
penyelenggaraannya. 
g. Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana 
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik kendaraan 
bermotor dan tidak bermotor/becak bengkel serta uji kendaraan 
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
Sub Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari : 
1. Seksi Teknik Kendaraan dan Bengkel 
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan teknis kendaraan bermotor dan tidak 
bermotor/becak serta perbengkelan. 
2. Seksi Uji Kendaraan 
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan, pengendalian dan pengujian kendaraan bermotor 
dan tidak bermotor/becak. 
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari : 
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal 
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal 
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran 
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perparkiran 
sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 
Dinas. 
i. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas terdiri dari : 
1. Pranata Komputer 
2. Arsiparis 
3. Statistik 
 
 
 
 
B. Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir 
1. Dasar Hukum 
Dalam penyelenggaraan tempat khusus parkir di Kota Surakarta 
mengacu pada peraturan sebagai berikut : 
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 
c. Peraturan daerah nomor 7 tentang penyelenggaraan tempat khusus 
parkir. 
d. Peraturan Wali kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2005 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota surakarta Nomor 7 
Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir. 
 
2. Sistem Pengelolaan Tempat Khusus Parkir  
Penyelenggaraan tempak khusus parkir didasarkan atas Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan 
Tempat Khusus Parkir. Proses penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh 
Pihak Kedua, melalui lelang dan penunjukan. Sebelum melakukan 
pengelolaan tempat parkir, perlu mendapatkan ijin untuk melakukan 
pengelolaan tempat khusus parkir 
Di dalam  ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 7 
Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir, dijelaskan 
bahwa  penyelenggaraan dan pengelolanan tempat khusus parkir 
dilaksanakan oleh UPTD perarkiran atau dikerjasamakan dengan pihak 
lain. Untuk mengelola parkir, badan atau perorangan wajib memiliki ijin 
pengusahaan parkir. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memeperoleh 
ijin pengusahaan parkir, antara lain : 
a. mengajukan surat permohonan pengusahaan parkir kepada Walikota 
Surakarta melalui Dinas 
b. memiliki NPWP. 
c. memiliki akte pendiriaan perusahaan untuk badan usaha, memiliki 
identitas diri untuk perorangan. 
d. memiliki surat keterangan kelakuan baik yang direkomendasikan oleh 
POLRI. 
e. memiliki Daftar Rekanan Mampu (DRM) yang direkomendasikan 
oleh Kepala Dinas. 
f. mengumpulkan pas photo berukuran 3 x 4, sebanyak 4 lembar. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta, ijin pengelolaan 
tempat khusus parkir terdiri :  
a Ijin pengelolaan parkir melalui Tender / Lelang 
b Ijin pengelolaan parkir melalui Penunjukan  / ijin Walikota 
 
a. Tender atau Lelang 
Salah satu bentuk kerjasama dalam pengelolaan tempat khusus 
parkir antara UPTD Perparkiran dengan Pihak Kedua dapat berupa 
lelang atau tender. Pihak kedua dalam hal ini kontraktor atau pengusaha 
parkir melakukan pengelolaan atas parkir atas wilayah daerah kerja 
berdasarkan hasil lelang. Pengelolaan tempat khusus parkir yang 
melalui lelang adalah 1 satu rayon, yaitu Taman Parkir Pasar Legi. 
 
1) Tahapan Dalam Lelang 
Sebelum diadakan lelang ada beberapa tahapan yang harus 
dilakukan. Tahapan lelang tersebut adalah, sebagai berikut : 
a) Tahap Pembentukan Tim Survey Potensi Parkir 
Dalam Tahap Pembentukan Tim Survey Potensi Parkir 
pihak-pihak yang dilibatkan adalah : 
i. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan 
ii. Uptd perparkiran 
iii. Bapeda 
iv. Bagian hukum dan ham 
v. Bagian umum 
vi. Kantor keuangan Daerah  
Tugas Tim Survey di atas adalah melakukan survey terhadap 
potensi parkir di rayon-rayon lelang yang ditentukan dengan 
teknis menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar 
parkir di lokasi tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk 
mengetahui berapa besar jumlah kendaraan yang parkir di rayon 
tersebut, dan  potensi pendapatan parkir serta untuk digunakan di 
dalam menentukan besarnya plafon dasar yang akan ditentukan. 
 
b) Tahap Pembentukan Panitia Lelang 
Dalam Tahap Pembentukan Panitia Lelang yang dihadiri 
oleh : Kepala DLLAJ, kepala UPTD Perparkiran dan UPTD 
Perparkiran serta Dinas Pekerjaan Umum, Dipenda, Kepala Sub 
Dinas Bimbingan Program 
Yang untuk selanjutnya Panitia Lelang tersebut bertugas, 
yaitu sebagai berikut : 
i. Menentukan plafon dasar harga masing-masing sebagian 
ruas jalan dan tempat parkir dengan perhitungan 
berdasarkan hasil survey potensi parkir 
ii. Mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan 
umum 
iii. Memberi penilaian kualifikasi atas kopetensi dan 
kemampuan usaha peserta lelang. 
iv. Menyusun daftar peserta lelang, penyampian undangan 
dan pengambilan dokumen pemilihan lelang. 
v. Melakukan penjelasan lelang (aambijzing) 
vi. Melaksanakan pelelangan sebagian ruas jalan dan tempat 
khusus parkir untuk tempat parkir umum dan 
pengelolaan parkir khusus kendaraan. 
vii. Menyampaikan dan membuka dokumen penawaran. 
viii. Mengadakan evaluasi penawaran. 
ix. Membuat berita acara hasil pelelangan. 
x. Menetapkan Calon Pengelola pengusahaan tempat parkir 
kendaraan. 
xi. Mengumumkan pemenang lelang. 
xii. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada kepala dllaj 
kota surakarta selaku penggung jawab lelang, selanjutnya 
kepada pemenang diberikan Surat Perjanjian Pengelola 
 
c) Tahap Sosialisasi Syarat dan Ketentuan Lelang 
Dalam tahap ini dilakukan oleh Rekanan Lelang dan Panitia 
Lelangm. Rencana kerja dan Syarat memuat aturan-aturan dalam 
pelaksanaan lelang dan aturan pelaksanaan pengelolaan. Dalam 
tahap ini adalah untuk memberikan penjelaskan tentang syarat 
baru dalam lelang, serta memberikan kesempatan kepada 
Rekanan Lelang untuk bertanya dan memberikan pendapat. 
Selain itu juga dibahas masalah penambahan rayon baik parkir 
roda empat ataupun roda dua.  
 
d) Tahap Pembahasan Plafon Dasar Lelang 
Melakukan pembahasan dan penghitungan serta melakukan 
penetapan plafon dasar lelang beredasarkan hasil survey potensi 
parkir di lapangan yang dilakukan oleh Tim Survey. Pihak-pihak 
yang dilibatkan dalam pembahasan plafon dasar adalah Anggota 
Panitia Lelang dan Tim Survey. 
 
e) Tahap Penjelasan Kerja Sama Lelang 
Waktunya bersamaan dengan penjelasan pekerjaan 
(aambijzing), yang dihadiri oleh : Rekanan, Panitia Anggota 
Panitia Lelang. Dalam tahap ini memberitahukan bentuk 
kerjasama serta pertanggungjawaban kerjasama. 
Penanggung Jawab kerjasama pengelolaan parkir dengan 
sistem lelang adalah Walikota Surakarta, sedangkan pengggung 
jawab pelaksana dan pengawasan lelang/tender adalah panitia 
lelang yang berdasarkan Keputusan Walikota 
Pihak Kedua dalam lelang sebagai calon pengelola tempat 
parkir adalah Badan usaha/ Yayasan yang dibuktikan dengan 
Akte Pendirian dan perorangan yang dibuktikan dengan Kartu 
Identitas Diri, serta disahkan oleh pihak berwenang. Dengan 
persyaratan sebagai berikut 
(1) Pernah atau sedang bekerja/berusaha/berpengalaman 
dalam pengusahaan parkir. 
(2) Bersedia menyerahkan uamg jaminan 10 % (sepuluh 
Persen) dari lelang/tender yang dimenangkan sebelum 
SPK diserahkan. 
(3) Harus mendapatkan persetujuan Daftar Rekanan Mampu 
(DRM) oleh Walikota Surakarta. 
 
f) Tahap Pelaksanaan Lelang 
Dalam pelaksanaan lelang dihadiri oleh Panitia Lelang, 
Peserta Lelang, DLLAJ, Dipenda, Bagian Humas, UPTD 
Perparkiran dan DPR yang membidangi masalah PAD. pada 
tahap ini, lelang dilaksanakan secara terbuka dan terbatas pada 
peserta yang diundang dan memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan oleh Walikota Surakarta. 
 
2) Syarat Peserta Lelang 
(a) Mengajukan Surat Permohonan pengusahaan tempat 
khusus parkir kendaraan kepada Walikota Surakarta 
rangkap 5 (lima), surat permohonan asli bermaterai Rp. 
6.000,- (Enam ribu rupiah) dan diserahkan lewat UPTD 
Perparkiran. 
(b) Syarat Permohonan tersebut harus bertanggal, bulan, 
tahun, dan sebagian tanda tangannya diatas materai 
serta cap/stempel, khusus untuk perorangan sebagaian 
tangda tangan diatas materai dan tanpa cap/stampel. 
(c) Satu Surat Permohonan hanya berlaku untuk satu 
rayon. 
(d) Surat Permohonan supaya mencantumklan jumlah 
penawaran yang diinginkan dan tidak boleh dibawah 
plafon dasar yang sudah ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Walikota Surakarta. 
(e) Bagi Pihak Kedua yang sudah pernah malaksanakan 
pengelolaan perparkiran untuk tahun 2005 harus 
melampirkan surat tanda pelunasan pembayaran 
retribusi parkir tahun aggaran 2005 sampai dengan  
bulan Desember 2005. 
(f) menyerahkan ungan jaminan penawaran sebesar RP 
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap daerah 
kerja/rayon. 
(g) menyerahakan uang jaminan 10 % (sepuluh persen) 
dari harga lelang yang dimenangkan sebelum SPK 
direrahkan 
(h) Pembulatan rupiah sampai ribuan rupiah dan tidak 
terdapat segala bentuk coretan serta penghapusan 
dalam surat permohonan penawaran. 
(i) Dinyatakan sebagai rekanan mampu dengan kriteria 
adalah sebagai berikut : 
Ø Mempunyai pengalaman pengelolaan parkir berupa 
rekomendasi dari UPTD Perparkiran. 
Ø Mempunyai modal usaha yang memadai dengan saldo 
bank minimal RP. 5.000.000 (lima juta rupiah), 
dibuktikan dengan rekening tabungan. 
(j) Peryataan sanggup memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan dalam rencana kerja syarat 
(k) Surat penawaran harus ditandatangani oleh 
pimpinan/direktur utama perusahaan atau dikuasakan 
(l) Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
yang masih berlaku 
(m) Melampirkan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah 
(n) Menandatangani Pakta Integritas yang cukup diwakili 
oleh 2 (dua) Orang atau lebih Peserta Lelang. 
Surat permohonan dari Pihak Kedua tersebut harus dilampiri 
dengan sebagai berikut : 
(a) Foto copy akte badan usaha/yayasan dan foto copy kartu 
identitas diri untuk perorangan yang telah dilegalisir oleh Pihak 
yang berwenang. 
(b) Melampirkan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 dua buah 
(c) Pernyataan bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang 
berlaku. 
(d) Rekomendasi pengalaman kerja dari Kepala UPTD Perparkiran.  
(e) Surat permohonan penawaran dimasukan dalam amplot tertutup 
dengan stempel UPTD Perparkiran. 
(f) Amplot surat permohonan disediakan oleh UPTD Perparkiran 
Kota Surakarta, tidak boleh ada tulisan apapun. 
(g) Pemasukan surat penawaran harus dikumpulkan ke dalam kotak 
yang telah disediakan ditempat penawaran dengan batas waktu  
yang telah ditentukan dan  setelah itu, sampul-sampul 
penawaran akan dibuka oleh Panitia Lelang. Pada waktu 
pembukaan sampul-sampul penawaran tersebut diwajibkan 
hadir pimpinan badan atau wakilnya yang diberi surat kuasa 
penuh bermaterai cukup. 
Surat penawaran dinyatakan tidak sah apabila : 
i. Tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. 
ii. Surat penawaran yang dimasukan ke dalam kotak lewat batas 
waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah atau gugur. 
3) Penentuan Pemenang Lelang 
i. Peserta lelang yang mencantumkan penawaran tertinggi 
dinyatakan sebagai pemenang untuk mengelola tempat khusus 
parkir di wilayah rayon yang dimohon. 
ii. Apabila terjadi penawaran tertinggi sama, maka penawar yang 
sama tersebut akan diadakan penawaran ulang dengan harga 
dasar baru yaitu harga tertinggi pada penawaran pertama. 
iii. Apabila penawar tertinggi pertama/pemenang lelang 
mengundurkan diri sebelum pekerjaan dilaksanakan maka 
penawar tertinggi kedua berhak sebagai pemenang lelang yang 
baru. Dan selanjutnya hasil dari lelang tersebut diserahkan 
kepada pemerintah kota surakarta untuk disahkan oleh SK 
Walikota sehingga mempunyai kekuatan hukum yang jelas 
dalam pelaksanaan pengelolaan tempat khusus parkir.  
iv. Apabila tidak ada pemohon/penawaran terhadap rayon yang 
ditawarkan oleh tim panitia lelang dan adanya penawaran 
dibawah plafon dasar, maka tidak diadakan permohonan 
penawaran ulang dan selanjutnya akan dikelola oleh UPTD 
Perparkiran. Hasil Lelang Tahun 2006 Lihat Tabel 3.10 
b. Penunjukan / Ijin Wali Kota  
Dalam penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 
Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Huruf f 
bahwa pada prinsipnya pengelolaan parkir dilaksanakan melalui metode 
pelelangan umum artinya metode pemilihan pengelolaan parkir 
dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui 
media massa, papan pengumuman resmi. Pelaksanaan pemilian 
pengelolaan parkir dapat dilakukan dengan sistem penunjukan dengan 
batasan sebagai berikut : 
i. Nilai potensi kurang dari Rp. 20.000.000,- 
ii. Lokasi parkir maksimal tiga titik 
iii. Pelelangan secara umum dua kali gagal 
iv. Penunjukan hanya dua kali untuk pengelola yang sama dan 
tempat yang sama 
Tempat khusus parkir yang dilakukan penunjukan pengelolaannya 
adalah Taman Parkir Pasar Klewer, Pelataran Parkir Pusat belanja 
Singosari Plaza dan Gedung parkir Pusat belanja Singosari Plaza. 
Kecuali untuk parkir taksi dipangkalan taksi dikelola dan dikoordinasi 
oleh UPTD perparkiran. 
Berikut ini bagan alur pelaksanaan lelang dan penunjukan dalam 
pengelolaan tempat parkir, adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3. 1  
Bagan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir 
 
3. Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir 
1) Jangka Waktu Pelaksanaan dan Metode Kerja 
Jangka waktu pelaksanaan harus dimulai selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari setelah penyerahan Surat Perintah Kerja oleh pihak 
pertama. dan pekerjaan dilakukan mulai tanggal 1 Januari  sampai 
dengan tanggal 31 Desember. Ditempat koordinasi pekerjaan harus ada 
wakil pengelola tempat parkir sebagai pelaksana dan mempunyai 
wewenang atau kuasa penuh mewakili pengelola yang dapat 
melaksanakan pengawasan dan pengedalian pelaksanaan pekerjaan. 
Pengelola tempat parkir harus melaksanakan pekerjaan sesuai 
dengan metode kerja yang telah ditetapkan, sebagai berikut : 
(1) Pungutan retribusi parkir dilakukan mulai pukul 06.00 sampai 
dengan jamn 06.00 hari berikutnya 24 jam setiap hari. 
(2) pungutan retribusi parkir ditarik setiap satu kali parkir. 
(3) tanda pungutan beaya parkir harus berbentuk karcis yang disahkan 
oleh Walikota. 
(4) Tanda pungutan beaya parkir, pengambilan dilakukan pada kantor 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Kota Surakarta. 
(5) Biaya cetak tanda pungutan beaya  parkir menjadi tanggung jawab 
rekanan yang besarnya ditetapkan Rp. 15,- per lembar 
(6) Tanda pungutan parkir yang berbentuk karcis harus ditempel pada 
kendaraan yangbersangkutan pada tempat yang mudah dilihat. 
(7) Tanda pungutan tersebut setiap selesai parkir harus disobek dan 
tidak boleh dipakai lagi. 
(8) Menyediakan petugas parkir yang cakap, terampil, jujur dan 
berdisiplin dalam melaksanakan pekerjaan memberikan 
pelayanan umum. 
(9) Petugas Parkir harus terdaftar dan mendapat rekomendasi dari Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Kota Surakarta. 
(10) Memberikan sarana Petugas Parkir berupa : seragam parkir dan 
perlengkapan lain selambat-lambatnya deselesaikan dua bulan 
sejak awal pelaksanaan pekerjaan. 
(11) Menjamin kesejahteraan tenaga kerja dan para petugas parkir 
dengan mengadakan usaha kesejahteraan dan wajib menanggung 
sebagai peserta PT JAMSOSTEK atau Asuransi lainnya. 
 
 
2) Seragam dan Perlengkapan Petugas Parkir 
Petugas Parkir dalam melaksanakan tugas pelayanan jasa parkir 
diwajibkan memakai aktribut seragam dan perlengkapan yang telah 
ditentukan oleh peraturan yang berlaku.. Pakaian seragam Petugas 
Parkir adalah berwarna oranye dilengkapi dengan badgee ”Simbol Kota 
Surakarta ”dan badge tulisan ”Perparkiran Kota Surakarta” 
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Gambar 3.2 : Seragam dan Atribut Petugas Parkir 
 
Kelengkapan yang harus dibawa oleh Petugas Parkir dalam 
melaksanakan tungasnya, yaitu : 
a) Kartu Tanda Anggota 
b) Peluit 
c) Perlengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan, seperti lampu, 
jas hujan dan lain-lain. 
Kartu Tanda Anggota adalah kartu yang berisi nama petugas parkir, 
lokasi parkir yang dilayani, jenis parkir yang dilayani yang diketahui oleh 
Kepala UPTD Perparkiran. Kartu Tanda Anggota diberikan oleh UPTD 
Perparkiran kepada Petugas Parkir melalui pengelola parkir setelah 
memenuhi persyaratan. Kartu anggota tersebut berlaku selama 1 (satu) 
tahun dan setelahnya dapat diperpanjang lagi.  
Bentuk Kartu Tanda Anggota telah diatur dalam peraturan daerah 
seperti pada Gambar 3.4 dibawah ini. 
 
 
 
 
DINAS LAU LINTAS ANGKUTAN JALAN 
UPTD PERPARKIRAN 
KOTA SURAKARTA 
 
NAMA : ............................... 
UMUR : ............................... 
JURU PARKIR RODA DUA/EMPAT 
............................................................... 
............................................................... 
 
Ka UPTD PERPARKIRAN 
 
 
 
Keterangan : 
1. Badge tulisan ”Perparkiran kota Surakarta 
2. Badge ” simbol Kota Surakarta 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 : Kartu Tanda Anggota Perparkiran 
Pemegang Izin atau Pemenang Lelang dalam melaksanakan 
tugasnya untuk mengelola tempat khusus parkir diwajibkan memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku adalah 
sebagai berikut : 
a) Memasang papan nama pengelola / pemegang izin dan tarif parkir 
di tempat usahanya yang mudah terbaca, tertib dan sopan. Papan 
nama diatur sedemikian rupa supaya terjadi keteraturan di dalam 
pengusahaan pangkalan parkir, bentuk papan nama parkir adalah 
sebagai berikut : 
 
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 
7 
TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN 
TEMPAT KHUSUS PARKIR 
RAYON XXXX 
(TAMAN PARKIR PASAR KLEWER) 
Pas photo 
3 x 4 
 
Keterangan : 
NAMA PENGELOLA : SURATMIN 
TARIF RETRIBUSI PARKIR 
SEPEDA MOTOR                           :  Rp.   500,- 
MOBIL PNP/BARANG                  :  Rp. 1.000,- 
BUS/TRUCK SEDANG                  :  Rp. 3.000,- 
BUS/TRUCK BESAR                     :  Rp. 5.000,- 
UNTUK SATU KALI PARKIR MAKSIMUM2 (DUA) JAM. LEBIH DARI 2 (DUA) JAM, 
TIAP 1 (SATU) JAM KELEBIHAN DIKENAKAN TARIFF TAMBAHAN 50 % DARI 
BESARNYA RETRIBUSI YANG DITETAPKAN 
PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN TARIFF YANG DILAKUKAN OLEH 
WAJIB PUNGUT RETRIBUSI ATAU JURU PARKIR DIANCAM PIDANA KERUNGAN 
PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 5.000.000,- 
 
 
 
 
Gambar 3.4 : Papan Nama Parkir 
 
b) Bertanggung jawab atas pengawasan keamanan kendaraan yang 
diparkir termasuk perlengkapannya. 
c) Pemegang ijin wajib menyediakan tenaga kerja yang jujur, sopan 
santun dan terdidik, terampil, cakap dalam memberikan pelayanan 
umum menata perparkiran serta menguasai pengetahuan lalu lintas 
yang menyangkut perparkiran dengan dilengkapi sarana tugas 
antara lain : 
- Kartu Tanda Pengenal/Kartu Tugas/Kartu Kerja dari 
Pemerintah Kota Surakarta. 
- Memberikan seragam pakaian kerja sesuai dengan ketentuan 
dari pemerintah Kota Surakarta. 
d) Pemegang izin wajib menjamin kesejahteraan tenaga kerja/petugas 
parkir \menyertakan dalam PT  JAMSOSTEK. 
e) Pemegang izin wajib membayar retribusi parkir sebesar sesuai 
dengan nilai kontrak yang telah disepakati setiap bulan atas 
pelaksanaan pemungutan bea parkir dengan ketentuan 40 % dari 
nominal biaya parkir/potensi perparkiran 
3) Hak dan kewajiban pengelola, petugas parkir dan pengguna jasa parkir 
didalam melakukan tugas usahanya, pengelola parkir mempunyai 
hak sebagai berikut  
a. mengelola tempat lahan perkir yang ditentukan; 
b. memperoleh hasil pungutan retribusi sebesar yang telah dilakukan 
petugas parkir 15 % (lima belas persen) dari potensi pendapatan 
parkir; 
c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah terhad 
Dalam melakukan usaha Pengelola Parkir mempunyai kewajiban 
sebagai berikut : 
a. mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
b. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu 
lintas di kawasan lokasi parkir yang diusahakannya; 
c. menempatkan Papan Nama Parkir di Tempat Usahanya menurut 
ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota; 
d. menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Walikota melalui 
Dinas sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah potensi 
pendapatan parkir sesuai kontrak yang disepakati; 
e. memungut tarif retribusi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; 
f. memberikan seragam dan kelengkapannya kepada petugas parkir; 
g. mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan/ 
ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan perundangan yang 
berlaku di bidang ketenagakerja an; 
h. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya kepada petugas 
parkir sebesar 15 % (lima belas persen) dari potensi pendapatan 
parkir; 
i. bertanggungjawab atas kerusakan dan atau kehilangan kendaraan 
termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai 
kesepakatan yang berlaku. 
  Petugas parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut : 
a. Menyerahkan bukti retribusi parkir; 
b. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir dengan baik; 
c. Menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Pengelola Parkir; 
d. Memberikan perlindungan keamanan; 
e. Bertanggungjawab atas kerusakan dan atau kehilangan kendaraan 
termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan, 
sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan; 
f. Mematuhi ketentuan tarif retribusi yang berlaku. 
Petugas Parkir mempunyai hak sebagai berikut : 
a. Memperoleh penghasilan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari 
potensi pendapatan parkir; 
b. Memungut retribusi parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
c. Memperoleh jaminan sosial dari Pengelola Parkir sesuai Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 
d. Memperoleh pakaian seragam beserta kelengkapan nya. 
Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak sebagai berikut : 
a. Memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir; 
b. Mendapatkan pelayanan yang baik dari Petugas Parkir; 
c. Mendapatkan perlindungan keamanan; 
d. Mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan atau 
kerusakan yang dialami sesuai kesepakatan yang berlaku. 
  Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut : 
a. Mentaati pola parkir yang sudah ditetapkan sesuai rambu-rambu 
dan pembatas parkir. 
b. Membayar retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku. 
Penanggung jawab kerja sama pengelolaan tempat khusus parkir 
adalah : 
a. Pemenang Lelang sebagai Pihak Kedua. 
b. Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Surakarta 
sebagai Pihak Pertama. 
c. Penanggung jawa pelaksanaan dan pengawasan lelang/tender 
adalah panitia lelang yang dibentuk oleh Kepala Dinas Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surakarta sebagai pengguna 
anggaran 
 
4) Lingkup pekerjaan Pengelola dan petugas parkir  
Lingkup pekerjaan Pengelola dan petugas parkir meliputi : 
a. Penataan 
Pelayanan yang berupa pekerjaan mengatur kendaraan yang 
sedang parkir sehingga tidak terjadi kesemrawutan di area tempat 
khusus parkir serta tercipta lingkungan tempat usaha yang rapi dan 
indah Parkir. Penataan kendaraan bermotor dilakukan dengan cara 
ditata secaja berjajar atau membentuk sudut menurut lokasi tempat 
parkir dan di antara barisan parkir yang sejajar satu dengan lainnya 
diberikan ruang/jalan sepanjang barisan dengan dengan maksud 
agar kendaraaan bermotor dapat kelur masuk dengan baik. Dan 
juga. tempat parkir diberikan rambu-rambu seperti rambu-rambu di 
jalan keluar dan jalan masuk tempat parkir dan lain-lain. 
 
b. Penertiban/pengaturan  
Petugas parkir dalam tugasnya sehari-hari adalah mengatur 
secara langsung kendaraan yang diparkir. Ha-hal yang pwajib 
dilakukan oleh petugas parkir , adalah sebagai berikut : 
i. Pengaturan sirkulasi lalu lintas  
ii. Petugas parkir wajib memandu pengemudi kendaraan  
iii. Dalam bekerja petugas parkir harus memperhatikan keluar 
masuk kendaraan ke atau dari tempat parkir agar tidak 
menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan 
lalu lintas 
iv. .Dengan atau tanpa petugas parkir, pengemudi memakir 
kendaraan sesuai dengan tata cara parkir 
 
c. Membantu Keamanan 
Petugas Parkir dan pengelola parkir wajib membantu 
keamanan kendaraan yang sedang diparkir termasuk 
perlengkapannya selain itu, keamaan juga menjadi tanggung jawab 
pengguna jasa parkir sehingga pengguba jasa parkir harus 
memperhatikan keamaan kendaraan dengan mengunci kendaraan 
dan memasang rem parkir kendaraannya sendiri 
 
d. Penarikan Retribusi 
Penarikan retribusi dilakukan oleh Petugas Parkir dari 
pengguna jasa perparkiran dengan memungut retribusi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.  
i. Pada pintu masuk, pengemudi harus mendapatkan karcis tanda 
parkir yang mencantumkan jam masuk. 
ii. Pada pintu keluar, petugas parkir harus memeriksa kabenaran 
karcis tanda parkir, mencatat lama parkir, menghitung tarif 
parkir, serta menerima pembayaran retribusi 
iii. Memberikan karcis bukti pembayaran sebelum kendaraan 
meninggalkan tempat parkir 
 4. Retribusi tempat khusus parkir 
a. Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 
retribusi  
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 
retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan 
penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas 
dengan tetap memperhatiakn biaya penyelenggaraan pelayaan dan 
kemampuan masyarakat. Biaya sebagaimana tersebut adalah sebagai 
berikut : 
1. biaya pengecapan pembatas 
2. biaya rambu-rambu 
3. biaya pemeliharaan 
4. biaya operasional 
5. biaya administrasi dan trasnportasi dalam rangka pengawasan dan 
pengendalian 
 
Besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir berdasarkan pasal 23 
peraturan daerah nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan tempat 
khusus parkir adalah sebagai berikut : 
 
TABEL 3.7 
Jenis Kendaraan dan Tarif Tempat Khusus Parkir 
Di Kota Surakarta 
Jenis tempat Jenis kendaraan 
Tarif Sekali 
Parkir 
1. pelataran/lingkungan a. Sepeda motor 
b. Mobil penumpang/ 
mobil barang 
c. Bus sedang / truk 
sedang 
Rp. 500,- 
Rp. 1.000,- 
 
Rp. 2.000,- 
 
d. Bus besar / truk besar Rp. 3.000,- 
2. Taman a. Sepeda motor 
b. Mobil penumpang/ 
mobil barang 
c. Bus sedang / truk 
sedang 
d. Bus besar / truk 
Rp. 500,- 
Rp. 1.000,- 
 
Rp. 3.000,- 
 
Rp. 5.000,- 
3. Gedung 
 
a. Sepeda motor 
b. Mobil penumpang/ 
mobil barang 
c. Bus sedang / truk 
sedang 
d. Bus besar / truk 
Rp. 500,- 
Rp. 1.000,- 
 
Rp. 4.000,- 
 
Rp. 5.000,- 
 
1. Tarif progresif diberlakukan untuk satu kali parkir maksimum 2 
(dua) jam. Lebih dari 2 (dua) jam, tiap 1 (satu) jam kelebihan 
dinaikan tarif tambahan 50 % (lima puluh persen) dari besarnya 
retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 1 jam 
dihitung 1 jam. 
2. Tarif progresif diatas berlaku pada 3 (tiga) lokasi tempat khusus 
parkir, yaitu : 
Ø pelataran dan gedung matahari singosaren 
Ø taman parkir passar legi 
Ø taman parkir pasar klewer 
3. Sedangkan untuk tarif langganan parkir bulanan dikenakan sebesar 
40 kali dari tarif yang ditentukan 
a. Tanda parkir harus berbentuk karcis yang ditetapkan dan 
disahkan oleh Wali Kota. 
b. Tanda langganan parkir bulanan harus berbentuk sticker  yang 
disahkan oleh Walikota 
c. Tanda langganan parkir tersebut harus ditempelkan pada 
kendaraan yang bersangkutan di tempat yang mudah terlihat. 
Bila dilahat ketentuan di atas untuk tarif langganan parkir 
bulanan yang dikenakan sebesar 40 kali jadi bisa di hitung : 
TABEL 3.8 
Perpandingan Tarif Sekali Parkir dan Tarif Langganan 
Di Kota Surakarta 
Jenis 
tempat 
Jenis kendaraan Tarif 
sekali 
parkir 
Tarif 
langganan 
parkir bulanan 
Pelataran / 
lingkungan 
a. Sepeda motor 
b. Mobil 
penumpang/ 
mobil barang 
c. Bus sedang / truk 
sedang 
d. Bus besar / truk 
besar 
Rp. 500,- 
Rp. 1.000,- 
 
 
Rp. 2.000,- 
 
Rp. 3.000,- 
20.000 
40.000 
 
 
80.000 
 
120.000 
 
 
Taman a. Sepeda motor 
b. Mobil 
penumpang/ 
mobil barang 
c. Bus sedang / truk 
sedang 
d. Bus besar / truk 
Rp. 500,- 
Rp. 1.000,- 
 
 
Rp. 3.000,- 
 
Rp. 5.000,- 
20.000 
40.000 
 
 
120.000 
 
200.000 
Gedung 
 
a. Sepeda motor 
b. Mobil 
penumpang/ 
mobil barang 
Rp. 500,- 
Rp. 1.000,- 
 
 
20.000 
40.000 
 
 
c. Bus sedang / truk 
sedang 
d. Bus besar / truk 
Rp. 4.000,- 
 
Rp. 5.000,- 
160.000 
 
200.000 
 
Dapat dilahat bahwa tarif langganan parkir bulanan tersebut 
terlalu mahal dari tarif untuk sekali parkir misalnya saja untuk sepeda 
motor bila dihitung apabila tiap hari parkir maka biaya yang 
dikleluarkan untuk parkir dalam satu bulan adalah = Rp. 500 x 30 hari 
= Rp. 15.000,-. Sehingga besarnya biaya untuk parkir untuk traif 
sekali parkir apabila tiap hari parkir sebesar Rp. 15.000, sedangkan 
untuk tarif langganan parkir bulanan sebesar Rp. 20.000 tiap 
bulannya.Selain itu dapat dilihat dalam penetuan tarif tidak terdapat 
pembedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain  
 
b. Mekanisme keuangan pendapatan retribusi tempat khusus parkir 
Mekanisme keuangan pendapatan retribusi tempat khusus parkir 
merupakan alur setoran uang dari pendapatan dalam pungutan retribusi 
tempat khusus parkir yang dikelola oleh pangusaha atau rekanan, 
sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : arus keuangan 
  : arus laporan keuangan 
Gambar 3.5 : Alur Keuangan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir 
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 Keterangan : 
Petugas Parkir melakukan penarikan retribusi dari Pengguna Jasa 
Parkir sebesar yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku 
pada rayon wilayah kerjanya. Hasil penarikan retribusi tersebut 
kemudian disetorkan kepada Pengelola Parkir yang 
memperkerjakannya, untuk kemudian semua rastribusi wajib dibayar 
secara langsung oleh Pengelola Parkir kepada Pemegang 
Kas/Pembantu Pemegang Kas pada UPTD Perparkiran Kota Surakarta 
dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan yang 
berlaku yaitu pada setiap bulan tanggal 1 sampai tanggal 20 tiap bulan. 
 Pada setiap penerimaan retribusi pada setiap penerimaan 
retribusi  Pemegang Kas/Pembantu Pemegang Kas pada UPTD 
Perparkiran Kota Surakarta pada UPTD Perparkiran memberikan bukti 
penerimaan berupa kwitansi. Atas penerimaan retribusi tersebut maka 
Pemegang Kas/Pembantu Pemegang Kas pada UPTD Perparkiran 
Kota Surakarta oleh UPTD Perparkiran disetorkan kepada Kas Daerah 
melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam waktu 1 (satu) kali 
24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan Blangko Bukti Setor 
Setelah UPTD Perparkiran menerima  Hasil penariakan retribusi 
tersebut, kemudian untuk pengawasan UPTD Perparkiran memberikan 
laporan kepada DLLAJ dan kepada Dipenda setiap bulannya. 
Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan tuntas, akan 
tetapi Walikota dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi 
dengan cara mengangsur atas permohonan wajib pungut retribusi 
setelah memenuhi persyaratan, sebagai berikut : 
i. Mempunyai kendala atau permasalahan dalam pembayaran 
retribusi. 
ii. Menandatangani surat kesanggupan untuk melunasi kewajiban 
sampai batas waktu yang ditentukan. 
iii. Pembayaran angsuran dilakukan melakui Pamegang 
Kas/Pembantu Pemegang Kas UPTD Perparkiran 
Dalam pembayaran rstirbusi ada beberapa hal yang diberikan 
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat 
dilaksanakan, yaitu sebagai berikut : 
a. tempat parkir yang dipergunakan untuk kegiatan Pemerintah dan 
atas dasar ketentuan lain yang lebih tinggi 
b. adanya bencana alam 
c. pengrusakan yang diikuti penjarahan 
d. kebakaran di lingkungan pengelolaan pekerjaan perparkiran 
e. bencana alam lain yang telah ditetapkan sebagai force majeur 
Apabila setoran dari pengelola ptempat parkir dengan cara lelang 
pembayaran dilaksanakan setiap bulan selambat-lambatnya setiap 
tanggal 20 bulan yang bersangkutan selama 10 bulan, apabila 
mengalami  keterlambatan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dan apabila keterlambatan tersebut berlangsung 
selama dua kali berturut-turut dapat berakibat dicabutnyua surat 
perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan dan mewajibkan 
membayar tunggakan/kekurangan pembayaran retribusi sesuai dengan 
nilai borongan dalam waktu yang sudah ditentukan. 
Dalam hal adanya keterlambatan dalam penyelesaian 
pembayaran, dapat dibebaskan dari denda, apabila keterlambatan 
tersebut disebabkan oleh : 
a. adanya bencana alam, banjir ataupun peperangan 
b. Kerusakan yang diikuti dengan penjarahan masal. 
c. Forcer majeur ditetapkan sabagai rekomendasi oleh sekurang-
kurangnya 2/3 Panitia Lelang, selanjutnya dimintakan persetujuan 
Walikota Surakarta 
Apabila terjadi peristiwa-peristiwa di atas, Pengelola Tempat 
Parkir harus memberitahukan secara tertulis kepada Walikota dalam 
waktu maksimal 7 x 24 jam setelah force majuer. Hasil retribusi 
tersebut untuk selanjutnya dibagi untuk 4 pihak, yaitu Pemerintah 
Kota, Pengelola Parkir, Petugas Parkir, Jaminan Sosial. Berikut ini 
tabel pembagian pendapatan retribusi parkir  
TABEL 3.9 
Pembagian Hasil Retribusi 
Di Kota Surakarta 
Jenis Parkir 
Pihak 
Tepi Jalan Tempat Khusus Parkir 
Pemerintah Kota 
Pengelola Parkir 
Petugas Parkir 
Jaminan Sosial 
40 % 
20 % 
25 % 
15 % 
50 % 
15 % 
20 % 
15 % 
 
5. Pengawasan  
Tugas pengawasan pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh  UPTD 
perparkiran, pengawasan dilakukan guna memantau perkembangan parkir 
di Kota surakarta dan untuk melakukan pengawasan terhadap 
penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan  yang berlaku. Hal-hal 
yang diawasi UPTD Perparkiran adalah sebagai berikut : 
a. Mengawasi penyelenggaraan / pelaksanaan pekerjaan yang diadakan 
oleh pengelola parkir dengan pengarahan untuk menunjang dan 
mensukseskan Program Berseri Kota Surakarta. 
b. Mengawasi penyelenggaraan / pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan 
oleh Pengelola Parkir agar tidak menyimpang dari ketentuan 
administrasi dan operasional 
c. Membuat laporan bulanan tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan 
Pengelola Perparkiran juga berkewajiban mengawasi anak buahnya 
dalam melakukan pekerjaan, apakah mereka sudah melakukan aturan yang 
harus dilaksanaan atau belum. Selain itu pengawasan juga dilakukan 
terhadap keuangan. Dengan pengawasan tersebut diharapkan/ untuk 
mengukur potensi yang dimiliki, target pendapatan sehingga dapat 
diketahui berapa besar pendapatan di tempat parkir tersebut. 
TABEL III.10 
Lokasi Rayon Parkir Yang Dilelangkan 
Di Kota Surakarta Tahun 2006 
Batas Lokasi 
No.  Lokasi Tempat Parkir 
Titik Awal Titik Akhir 
1. Rayon I 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Bawean 
 
b. Jl. 
jogobayan 
 
 
Timur Pinyu Masuk T.P 
dari utara 
S.3 Kel. Setabelan 
 
 
S.3 Timur PDAM 
 
S.4 Tambak 
Serengan 
2. Rayon II 
Tempat parkir pada : 
a.  Jl. S. Parman 
b.  Jl. Sahardjo, SH 
c.  Jl. RM. Said 
 
 
Jembatan belakang MN 
S.3 Jembatan Arifin 
S.4 Masjid Solikhin 
 
 
S.3. Gilingan 
Terusan 
S.3 Belakang MN 
S.3 Belakang MN 
3. Rayon III 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Sutan Syahrir 
 
 
S.4 Warung Pelem 
 
 
S.3 Totogan 
4. Rayon IV 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Urip Sumoharjo 
b. Jl. Kol. Sutarto 
 
 
S.4 Pasar Besar 
S.4 Panggung Jebres 
 
 
S.4 Panggung 
Jebres 
S.4 Tugu 
Cembengan 
5. Rayon V 
Tempat parkir pada : 
 
 
 
 
a. Jl. Kapt. Mulyadi 
b. Jl. Utara Pasar 
Besar 
S.3 Balong 
S.3 Timlo Sastro 
S.3 Gabukan 
S.3 Pasar Besar 
6. Rayon VI 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Brikjend 
Sudiarto 
b. Jl. Veteran 
 
 
S.4 Gading 
 
S.4 Baturono 
 
 
Jembatan 
Kaliwingko 
 
S.4 Gemblekan 
7. Rayon VII 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Veteran 
b. Jl. Yos Sudarso 
 
 
S. 4 Gemblegan 
Jembatan Tanjung 
Anom 
 
 
S.3 Tipes 
S.4 Kalilarangan 
8. Rayon VIII 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Suryo Pranoto 
b. Jl Utara UPTD 
Parkir 
 
 
S.4 Pasar Besar 
S.4 Urip Sumoharjo 
 
 
S.3 Cokro negaran 
S.3 Pagadaian 
9. Rayon IX 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Salmet Riyadi 
 
 
S.4 Gladak 
 
 
S. Pasar Pon 
10 Rayon X 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Slamet Riyadi 
 
 
S.4 Pasar Pon 
 
 
S.4 Gendengan 
.11. Rayon XI 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Honggowongso 
b. Jl. Dr. Rajiman 
 
 
S.4 Ngapeman 
S.4 Singosaren 
 
 
S.4 Pasar Kembang 
S.4 Baron 
12. Rayon XII   
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Gatot Subroto 
 
S.4 Pasar Pon 
 
S.4 Sretan 
13. Rayon XIII 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Dr. Rajiman 
 
 
S.4 Coyudan 
 
 
S.4 Singosaren 
14. Rayon XIV 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Jos Sudarto 
 
 
S.4 Nonongan 
 
 
S.4 Kalilarangan 
15. Rayon XV 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. RE Martadinata 
 
 
Jembatan Pasar Besar 
 
 
S.4 Kampung Sewu 
16. Rayon XVI 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Dr. Rajiman 
 
 
Depan Pitu Masjid 
Pasar Klewer 
 
 
S.4 Coyudan 
17. Rayon XVII 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Kapt. Tendean 
 
b. Jl. Adi Sumarmo 
 
 
Utara Jembatan 
Kalianyar 
S.3 Adi Sumarmo 
 
 
Palang Joglo 
 
Simpang Koplang 
18. Rayon XVIII 
Tempat parkir pada : 
a. Taman Parkir Pasar 
Legi 
b. Jl. Selatan Pasar Legi 
 
 
Komplek Pasar Legi 
 
S.3 Jogobayan 
 
 
Komplek Psar Legi 
 
Sipang 3 S. Parman 
19. Rayon XIX 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Diponegoro 
b. Jl. Ahmad Dahlan 
c. Jl. Imam Bonjol 
 
 
S.4 Jl. Slamet Riyadi 
S.4 Jl. Slamet Riyadi 
S.3 Jl. Slamet Riyadi 
 
 
S.3 Mangkunegaran 
S.3 Mangkunegaran 
S.3 Jl. Sugiyo 
Pranoto 
20. Rayon XX 
Tempat parkir pada : 
a. Jl. Dr. Muwardi 
b. Jl. Slamet riyadi 
 
 
S.4 Jl. Slamet Riyadi 
S.4 Gendengan 
 
 
S.3 Jl. Yossodipuro 
Patung Batik 
 
Berikut ini daftar pemenang lelang Kendaraan Roda 4 (empat) tahun 
anggaran 2006 di Kota Surakarta adalah Sebagai berikut : 
TABEL III.11 
Daftar Pemenang Lelang Parkir Kendaraan Roda 4 (empat) 
Di KOTA Surakarta Tahun 2006 
No. Rayon Nama Pemenang Nilai Kontrak 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
.11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI  
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
CV. Mitra Guyup 
CV. Bayonet 
CV. Cahya Utama 
CV. Sila Utama Karya 
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CV. Katon Djanar Utama 
Jumlah total 
Rp.      44.875.000,- 
Rp.      13.584.000,- 
Rp. 1.146.675.700,- 
 
 
 
C. Permasalahan Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 7 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir 
dan Upaya Mengatasinya 
Permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir yang 
sering timbul di lapangan dalam penelitian ini adalah : 
1. Munculnya Parkir Liar dan Petugas Parkir Gadungan 
Parkir liar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/ 
beberapa orang yang melakukan kegiatan perparkiran tanpa mendapatkan 
ijin dari pihak yang berwenang. Biasanya parkir liar timbul dalam acara/ 
ivent-ivent tertentu seperti sekatenan atau di tempat-tempat yang ramai 
seperti gedung pertemuan, hotel, dan restoran atau dalam suatu acara 
tertentu, parkir liar tersebut sering terjadi dan pelakunya adalah preman 
atau pemuda penduduk kampung sekitar daerah tersebut yang ingin 
memberikan jasa parkir tanpa ijin dan mereka tidak menyetorkan retribusi 
parkir kepada pemerintah daerah, hasinya mereka nikmati sendiri. 
Biasanya mereka menaikan tarif parkir lebih tinggi dari yang semestinya.  
Terjadinya parkir liar banyak disebabkan karena tempat tersebut 
tidak ada petugas parkir atau daerah yang tidak masuk dalam wilayah 
kerja rayon. Sedangkan petugas parkir gadungan biasanya memanfaatkan 
kesempatan-kesempatan tertententu, misalnya saja apabila di wailayah 
rayon tertentu yang kekurangan Petugas Parkir, mereka biasanya 
memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau 
petugas parkir gadungan tersebut diminta oleh petugas sebenarnya untuk 
membentu melakukan pelayanan jasa parkir. 
Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak UPTD 
Perparkiran  Kota Surakarta melakukan tindakan sebagai berikut : 
a. melakukan penertiban terhadap parkir liar dengan melakukan operasi 
gabungan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan 3 (tiga) Kali dalam 
satu bulan yang melibatkan unsur polisi, Dinas Lalu Lintas Angkutan 
Jalan, UPTD Perparkiran, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan, 
Pengadilan dan Dem pom. 
b. melakukan pemeriksaan Kartu  Tanda Anggota (KTA) 
c. mengkonfirmasikan masalah tentang munculnya petugas parkir 
gadungan dengan Pengusaha Parkir yang di daerah tersebut.  
d. Parkir liar  yang tidak mau membayar retribusi ditangkap untuk 
ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
2. Tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan 
Dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir sudah ditentukan mengenai tarif 
resmi yang harus ditarik oleh Petugas Parkir kepada Pengguna Jasa 
Parkir. Akan tetapi, berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan, sering 
kali paetugas parkir menarif tarif parkir lebih tinggi dari ketentuan yang 
berlaku. Hal tersebut sering terjadi misalnya pada acara sekatenan dan 
lain lain. 
Petugas Parkir sering memanfaatkan hal tersebut untuk memperoleh 
keuntungan pribadi, namum tidak semua Petugas Parkir melakukan hal 
tersebut karena untuk memperoleh keuntungan, ada yang menaikan tarif 
parkir lantaran mengejar setoran yang harus disetorkan kepada Pengusaha 
Parkir.  
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
a. Dengan mewajibkan Pengelola tempat khusus parkir untuk 
menempatkan papan nama parkir di tempat usahanya yang mudah 
dilihat Pengguna jasa parkir. sehinga apabila Pengguna jasa parkir 
dimintai tarif yang lebih tinggi bisa menolak. 
b. Dengan melakukan operasi gabungan berupa penertiban, apabila 
ada yang menaikan tarif parkir maka KTAnya disita. 
 
3. Masalah karcis 
Pengelola tempat khusus parkir dalam melaksanakan 
penyelenggaraan parkir dapat memungut retribusi parkir dengan 
menggunakan Karcis Tanda Parkir. Pengadaan karcis tanda parkir 
diselenggarakjan oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan Dinas Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan UPTD Perparkiran. Dan dalam 
penyelenggaraan dalam pengelolaan tempat khusus parkir dilarang 
memakai karcis tanda parkir yang belum/tidak diporasi dan disahkan 
Dinas Pendapatan Daerah serta karcis tanda parkir tersebut sebelum 
dipergunakan harus dibubuhi tanda cap atau diporporasi atau tanda 
pengesahan lainnya oleh Dinas Pendapatan Daerah. Untuk pengajuan cap 
atau porporasi atau tanda pengesahan lainnya kepada dinas pendapatan 
daerah atas karcis tanda parkir diajukan oleh dinas selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja sebelum karcis tanda parkir tersebut digunakan. 
Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, terdapat pelanggaran-
pelanggaran yang di lakukan oleh Petugas Parkir, dalam melakukan 
tugasnya terutama petugas parkir tidak memberikan karcis tanda parkir 
kepada Pengguna Jasa Parkir, yang berdasarkan ketentuan yang berlaku 
Petugas Parkir harus memberikan karcis tanda parkir tersebut kepada 
Pengguna Jasa Parkir, Petugas Parkir tersebut  hanya memutupi 
kendaraan tersebut dengan kardus. Parmasalahan liannya tentang karcis 
yaitu Petugas Parkir sering mengunakan karcis tanda parkir yang sudah 
usah/lama dan biasanya karcis tersebut dipergunakan secara berulang-
ulang bahkan selama penulis melakukan pengamatan, apabila ada yang 
baru parkir tetapi petugas parkirnya tidak ada ditempat, petugas parkir 
tersebut menaruh karcis di jog dengan ditindihi batu. Bahkan ada petugas 
parkir yang menggunakan karcis buatan sendiri, atau karcis yang tidak 
ada cap atau porporasi atau tanda pengesahan lainnya dari dinas 
pendapatan daerah sehingga keabsahan karcis tersebut dapat diragukan. 
Upaya untuk mengatasi masalah karcis tersebut dengan cara, yaitu 
sebagai berikut : 
a. Melakukan penertiban terhadap parkir liar dengan melakukan 
operasi gabungan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan 3 (tiga) 
Kali dalam satu bulan yang melibatkan unsur Polisi, Dinas Lalu 
Lintas Angkutan Jalan, UPTD Perparkiran, Satuan Polisi Pamong 
Praja, Kejaksaan, Pengadilan dan Dem pom. 
b. Mengkonfirmasikan masalah karcis dengan Pengusaha Parkir yang 
di daerah kerja. 
c. Memperingatkan Pengelola Parkir agar menyediakan karcis sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 
 
4. Masalah atribut seragam dan perlengkapan Petugas Parkir 
petugas parkir dalam melaksanakan tugas pelayanan jasa parkir 
diwajibkan memakai aktribut seragam dan perlengkapan yang telah 
ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Hal tersebut untuk menujukan 
identitas dan untuk membedakan antara Petugas Parkir dengan yang 
bukan petugas parkir. Pakaian seragam Petugas Parkir adalah berwarna 
oranye dilengkapi dengan bagde ”simbol Kota Surakarta ”dan badge 
tulisan ”Perparkiran Kota Surakarta”. Akan tetapi  seringkali dalam 
penelitian dilapangan ditemukan ada Petugas Parkir yang tidak 
menggunakan seragam yang telah ditentukan. Ada Petugas Parkir yang 
memakai rompi atau warna seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan. 
Ada yang memakai seragam dengan warna kuning yang seharusnya 
oranye. Selain itu Kelengkapan yang haruis dibawa oleh Petugas Parkir 
dalam melaksanakan tungasnya pun tidak lengkap, misal misalnya saja 
mereka tidak membawa baterai traffic, ataupun pluit. Kadang kala dari 
hasil pengamatan penulis masih banyak Petugas Parkir yang tidak 
memakai bagde nama pengelola, ataupun ada akan tetapi masih memakai 
bagde dengan nama pengelola yang lama sedangkan pada kenyataannya 
berdasarkan hasil dari lelang, pengelolanya pun sudajh ganti dan seragam 
petugas parkirpun sudah lusuh atau warnanya sudah mulai pudar. 
a. Melakukan penertiban terhadap parkir liar dengan melakukan 
operasi gabungan yang dilaksanakan setiap 1 (satu)bulan 3 (tiga ) 
kali dalam satu bulan yang melibatkan unsur Polisi, Dinas Lalu 
Lintas Angkutan Jalan, UPTD Perparkiran, Satuan Polisi Pamong 
Praja, Kejaksaan, Pengadilan dan Dem pom. 
b. Mengkonfirmnsikan munculnya masalah seragam dan atribut 
kelengkapannya dengan Pengusaha Parkir yang di daerah kerja. 
c. Memperingatkan Pengelola Parkir agar menyediakan karcis sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 
 
5. Tempat parkir yang semrawut  
Biasanya kesemrawutan yang terjadi di tempat parkir karena Petugas 
Parkir tidak memandu Pengguna Jasa perkir dalam memarkirkan 
kendaraannya. Sehingga pengguna jasa parkir seenaknya sendiri 
memarkirkan kendaraannya., misalnya sepeda motor yang diparkir tidak 
sejajar, biasanya petugas parkir memindahkan kendaraan tersebut akan 
tetapi bagaimana jika sudah di kunci setang, sulit sekali bagi petugas 
parkir untuk memindahkannya. 
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesemrawutan parkir di Kota 
Surakarta tersebut adalah dengan :  
i. Mengkoordinasi pihak terkait untuk melakukan penataan dan 
pengaturan terhadap perkir di Kota Surakarta. 
ii. Meminta Pengelola Parkir untuk melakukan penataan dan pengaturan 
terhadap tempat parkir  kepada anak buahnya. 
 
6. Kurangnya pengetahuan Petugas Parkir terhadap Peraturan Daerah dan 
cara mengatur lalu lintas 
Salah satu masalah perparkiran sering diakibatkan kurangnya 
pengetahuan Petugas parkir ataupun masyarakat tentang Peraturan Daerah 
No. 7, selain itu Petugas Parkir juga harus dibekali dengan pengetahuan 
yang cukup dalam mengatur lalu lintas, agar di dalam melaksanakan 
tugasnya mereka tidak menimbulkan kemacatan lalu lintas.  
Masih banyak petugas parkir yang hanya bermodal seragam, karcis 
ataupun pluit saja dalam melaksanakan tugasnya memberikan jasa parkir, 
sedangkan keahlian cara mengatur ataupun menata parkir pun masih 
kurang bahkan sepertinya mereka tidak mempunyai kemampuan untuk 
mengatur lalu lintas, sering kali mereka lebih mementingkan mobil 
ataupun kendaraan lainnya yang keluar dari tempat parkir, dari pada 
kendaraan yang lewat dijalan sehingga menimbulkan kemacetan. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hal-hal yang telah 
diupayakan adalah sebagai berikut : 
a. Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dengan jalam 
mengedarkan liflet/selebaran kepada masyarakat. 
b. Memberikan pembinaan tentang tata cara mengatur/menata parkir, 
serta memberikan pembinaan tentang tata cara mengatur lalu lintas 
kepada petugas perkir.  
Dalam hal permasalahan munculnya parkir liar, tarif parkir yang tidak 
sesuai dengan yang telah ditetapkan, masalah karcis, masalah atribut seragam 
dan perlengkapan petugas parkir yang tidak lengkap. Dilakukan tidakan 
penertiban, yang melibatkan unsur Polisi, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, 
UPTD Perparkiran, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan, Pengadilan dan 
Dem pom. Tindakan penertiban dilakukan untuk melakukan razia terhadap 
pelaku-pelaku penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku, yaitu dengan 
dengan : 
1. Peringatan pertama, sebagai sosialisasi untuk pemberitahuan awal 
2. Peringatan kedua, sebagai langkah untuk mendapatkan perhatian 
3. Pengenaan sanksi tindakan sesuai dengan peraturan daerah yang 
berlaku. 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarakan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut. 
2. Penyelenggaraan tempat khusus parkir di Kota Surakarta berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2004 Tentang 
Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir, dilakukan oleh UPTD 
Perparkiran Kota Surakarta pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pihak 
Kedua baik itu Badan/Yayasan ataupun Perorangan. Untuk mendapatkan 
hak mengelola tempat parkir dibutuhkan ijin darai Walikota  Berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Surakarta, ijin pengelolaan tempat khusus parkir 
terdiri :  
a Ijin pengelolaan parkir melalui Tender / Lelang 
Sebelum diadakan lelang ada beberapa tahapan yang harus 
dilakukan. Tahapan lelang tersebut adalah, sebagai berikut : 
g) Tahap Pembentukan Tim Survey Potensi Parkir 
h) Tahap Pembentukan Panitia Lelang 
i) Tahap Sosialisasi syarat dan Ketentuan Lelang 
j) Tahap Pembahasan Plofon Dasar Lelang 
k) Tahap Penjelasan Kerja Sama Lelang 
l) Tahap Pelaksanaan Lelang 
Setelah mendapatkan pemenang lelang, maka pelaksanaan 
pekerjaan dilakukan oleh Pemenang lelang. 
 
b Ijin pengelolaan parkir melalui Penunjukan  / ijin Walikota 
Ijin diperoleh dengan surat permohonan untuk mengelola Tempat 
Khusus Parkir terlebih dahulu. Pelaksanaan pemilikan pengelolaan 
parkir dapat dilakukan dengan sistem penunjukan dengan batasan 
sebagai berikut : 
v. Nilai potensi kurang dari Rp. 20.000.000,- 
vi. Lokasi parkir maksimal tiga titik 
vii. Pelelangan secara umum dua kali gagal 
viii. Penunjukan hanya dua kali untuk pengelola yang sama dan tempat 
yang sama 
 
3. Problematika dalam pelaksanaan Perda kota Surakarta Nomor. 7 Tahun 
2004 tentang  Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan uapaya untuk 
mengatasi Masalah Tersebut. Adapun masalah tersebut  adalah sebagai 
berikut : 
a. Munculnya Parkir Liar dan Petugas Parkir Gadungan 
b. Tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan 
c. Masalah karcis 
d. masalah atribut seragam dan perlengkapan petugas parkir 
e. Tempat parkir yang semrawut  
f. kurangnya pengetahuan petugas parkir terhadap peraturan daerah dan 
cara mengatur lalu lintas. 
Upaya untuk mengatasi masalah tersebut UPTD Perparkiran kota 
Surakarta Melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
e. melakukan penertiban terhadap parkir liar dengan melakukan operasi 
gabungan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan 3 (tiga) Kali dalam 
satu bulan yang melibatkan unsur polisi, Dinas Lalu Lintas Angkutan 
Jalan, UPTD Perparkiran, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan, 
Pengadilan dan Dem pom. 
f. melakukan pemeriksaan Kartu  Tanda Anggota (KTA) 
g. mengkonfirmasikan masalah-masalah yang ada kepadan Pengusaha 
Parkir yang di daerah tersebut.  
h. Parkir liar  yang tidak mau membayar restribusi ditangkap untuk 
ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
i. Memberikan pembinaan tentang tata cara mengatur/menata parkir, 
serta memberikan pembinaan tentang tata cara mengatur lalu lintas 
kepada petugas parkir.  
j. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk melakukan penataan 
dan pengaturan terhadap parkir di Kota Surakarta. 
B. Saran 
Pada akhir Penulisan Hukum ini, setelah penulis uraian hasil penelitian 
yang berasal dari lapangan maupun studi kepustakaan, maka penulis 
menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan Penyelenggaraan Tempat 
Khusus Parkir di Kota Surakarta ; antara lain 
1. Perlu memberdayakan serta memberikan keterampilan yang cukup kepada 
semua elemen-elemen yang ada di daerah, terutama Petugas Parkir di 
lapangan tentang tata cara parkir serta pengaturan lalu lintas.  
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara Pemerintah Daerah, 
UPTD Perparkiran, Pengelola Parkir, Petugas Parkir dan Pihak yang 
terkait lainnya dalam penertiban, penataan dan pengaturan serta 
pengewasan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 
7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir, sehingga 
tujuan dari peraturan daerah tersebut dapat tercapai. 
3.  Untuk pengawasan parkir secara keseluruhan perlu melibatkan seluruh 
lapisan masyarakat, karena tanpa dukungan serta kesadaran  masyarakat 
maka ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan tidak akan 
tercapai. 
4. Pengusaha/kontraktor parkir harus lebih memperhatikan kesejahteraan 
petugas parkir, agar dalam pelaksanaan tugasnya, Petugas Parkir tidak 
melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan yang 
berlaku. 
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